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ABSTRAK

Hilda Sri Hastuti/222013294/2017/Pengaruh Good Governance, Standar Akuntansi Pemerintah
dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Studi Kasus Pada BPKAD
Kabupaten Ogan Ilir.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh good governance standar akuntansi
pemerintah dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan secara parsial. Data
pada penelitian menggunakan data sekunder dan data primer dengan melihat hasil opini BPK,
wawancara dan membagikan kuesioner. Pengambilan sampel yang dilakukan dengan sampel jenuh
atau sensus. Teknik analisis data menggunakan regresi linier sederhana dengan bantuan software
SPSS versi 21.0. Hasil penelitian secara parsial menunjukan bahwa good governance tidak
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan standar akuntansi pemerintah berpengaruh
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan serta sistem pengendalian intern berpengaruh
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata kunci: Good Governance, Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Intern,
Kualitas Laporan Keuangan
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ABSTRACT

Hilda Sri Hastuti/222013294/ 2017/ The Influence of Good Governance, Government Accounting
Standard and Internal Control System on the Quality of Financial Statement at BPKAD of Ogan
Ilir.

Objective of the study was partially investigating the influence of good governance, government
accounting standard and internal control system on the quality of financial statement at BPKAD of
Ogan llir. Data of the study used secondary data and primary data by looking at BPK opinion,
interviews and distributing questionnaires. Sampling was conducted with saturated sampling or
census. Data analysis technique was simple linear regression with SPSS version 21. The results of
the study showed that good governance did not influence on the quality of financial statement and
government accounting standard influenced significantly on the quality of financial statement, and
then internal control system influenced significantly on the quality of financial statement.

Keywords: Good Governance, Government Accounting Standard, Internal Control System, The
Quality of Financial Statement.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan tuntutan
publik akan pemerintahan yang baik memerlukan adanya perubahan
paradigma dan prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah, baik pada tahap
penganggaran, implementasi maupun pertanjggungjawaban, sehingga harus
dilakukan oleh aparatur yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan
keuangan daerah serta harus memahami sistem akuntansi, khususnya
akuntansi keuangan daerah agar informasi yang disajikan dalam laporan
keuangan dapat dipahami oleh pengguna. Informasi yang terdapat di dalam
laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) memenuhi kriteria karakteristik
laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam PP No. 71 tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Indonesia yakni relavan,
andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami, berarti pemerintah daerah
mampu mewujudkan tranparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan
keuangan daerah. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat
dipengaruhi oleh seberapa andal sistem akuntansi yang diterapkan (Mahmudi,
2016: 19).

Laporan keuangan daerah dikatakan berkualitas apabila laporan
keuangan yang disajikan setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini
dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ketika BPK memberikan opini

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan LKPD, artinya dapat



dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut
disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas sebagaimana yang
telah diatur di dalam UU No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan negara, terdapat empat opini yang diberikan
pemeriksa yakni : opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar
Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TP) dan Pernyataan
Menolak memberi opini. Pemerintah daerah dalam mengelola keuangan
daerah menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar
akuntansi pemerintah dan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang
pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi dalam
pertanggungjawaban penggunaan dana.

Pemerintah daerah telah berupaya untuk menyusun laporan keuangan
dengan menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah yang diharapkan
mampu  mewujudkan tercapainya transparansi dan akuntabilitas.
Pengembangan sebuah sistem yang tepat untuk dapat di implementasikan di
daerah menghasilkan suatu sistem akuntansi keuangan daerah yang
diharapkan dapat mengganti sistem akuntansi.

Good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen
pembangunan yang solid bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip
demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi

dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif,



menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework
bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2009: 18).

SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam
upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.
Penerapan standar akuntansi pemerintah yang benar dan pemahaman yang
baik terhadap akuntansi keuangan daerah oleh pengelola keuangan pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentunya akan meningkatkan kualitas
laporan keuangan (PP No.71 Tahun 2010).

Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dari tindakan
dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya
untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya
tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efesien, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan (Mahmudi, 2016: 20).

Tujuan sistem pengendalian intern adalah menjaga kekayaan
organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong
efisiensi dan Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2008:
163).

Penelitian-penelitian mengenai kualitas laporan keuangan yang
dilakukan di Indonesia antara lain dilakukan oleh Permana dalam Azlim dkk
(2012) dengan judul pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan implikasinya pada

akuntabilitas (survei pada dinas Kota Bandung). Kesimpulan dari penelitian



tersebut adalah standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan
terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah di dinas Kota
Bandung. Standar akuntansi pemerintahan memberikan pengaruh sebesar
31,1% terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada dinas
Pemerintah Kota Bandung.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Susilawati dan Dwi (2014) dengan
judul standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern sebagai
anteseden kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, menyimpulkan
bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern
berpengaruh positif secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah sebesar 52%, sedangkan secara parsial standar akuntansi
pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan
pemerintah daerah sebesar 13% namun tidak signifikan dan sistem
pengendalian intern memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 74.6%.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Tuti (2014) yang berjudul pengaruh
sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan (survei pada
organisasi perangkat daerah Pemda Cianjur), kesimpulan dalam penelitian ini
adalah sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 83%.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Manuppan (2015) yang
berjudul pengaruh good governance, kompetensi sumber daya manusia dan

sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan



(studi empiris pada SKPD Kota Dumai), menyimpulkan bahwa good
governance berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini
mengindikasikan bahwa semakin berjalan penerapan good governance maka
kualitas laporan keuangan tersebut akan semakin baik.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ali dan Sri (2016) dengan judul
pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur dan
peran audit internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan
sistem pengendalian intern sebagai variabel moderating, dengan hasil bahwa
secara parsial penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh
terhadap kualitas informasi laporan keuangan dan sistem pengendalian intern
tidak memoderasi penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi
aparatur dan peran pengendalian internal terhadap kualitas informasi laporan
keuangan.

Lokasi dalam penelitian ini adalah kantor Badan Pengelola Keuangan

Aset Daerah Kabupaten Ogan llir yang beralamat dijalan Indralaya raya
tanjung senai. Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir
berawal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir nomor 23 tahun
2015 tentang organisasi perangkat daerah. Badan Pengelola Keuangan Aset
Daerah Kabupaten Ogan Ilir memiliki beberapa bidang antara lain : kepala
badan, sekretaris, kepala bidang anggaran dan perbendaharaan, kepala bidang
akuntansi dan kepala bidang aset daerah. Hasil opini BPK Kabupaten Ogan Ilir

dapat dilihat dari tabel 1.1 sebagai berikut :



Tabel 1.1
Hasil Opini BPK atas LKPD Kabupaten Ogan Ilir
Tahun 2011-2015

Hasil Opini BPK
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2011 2012 2013 2014 2015
WDP WDP WDP WTP WDP

Sumber : Palembang.bpk.go.id

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa opini yang diberikan oleh
BPK RI atas pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir periode tahun 2011, 2012,
2013 dan 2015 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Sedangkan di tahun 2014 Kabupaten Ogan Ilir memperoleh opini Wajar
Tanpa Pengecualian, pada tahun 2011 dan 2012 Kabupaten Ogan llir
mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian dikarenakan dinilai belum
mengelola, menyajikan dan mengungkapkan aset tetap secara memadai,
diantaranya masih terdapat selisih antara nilai aset tetap yang di sajikan di
neraca dengan hasil inventarisasi SKPD sebesar Rp. 1.170.357.745.188,77,
serta terjadi ketidakpatuhan dalam pelaksanaan anggaran belanja modal,
dengan melihat selisih sebesar itu, berarti laporan keuangan yang disajikan
belum memenuhi kriteria sistem pengendalian intern pemerintah yang baik
salah satu nya keandalan laporan keuangan. Opini yang diberikan oleh BPK
ini menunjukan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah belum
optimal. Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Akuntansi di BPKAD
Kabupaten Ogan Ilir dimana pada tahun 2013 Kabupaten Ogan Ilir mendapat

opini WDP dikarenakan masih terdapat selisih antara nilai aset tetap yang



disajikan di neraca dengan hasil inventarisasi SKPD sedangkan pada tahun
2015 Kabupaten Ogan Ilir memperoleh opini WDP dikarenakan dalam
pemerintah daerah belum sepenuhnya memahami standar akuntansi
pemerintah yang sekarang berlaku yaitu basis kas ke basis akrual schingga
menyebabkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang belum baik.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis akan
membahas masalah ini lebih dalam lagi dan menuangkan dalam penelitian
yang berjudul “Pengaruh Good Governance, Standar Akuntansi
Pemerintah Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas

Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada BPKAD Kabupaten Ogan Ilir)”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penulis mencoba
merumuskan masalah adalah bagaimanakah pengaruh good governance,
standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian terhadap kualitas

laporan keuangan (studi kasus pada BPKAD Kabupaten Ogan Ilir) 2.

. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui pengaruh good governance, standar akuntansi
pemerintah dan sistem pengendalian terhadap kualitas laporan keuangan

(studi kasus pada BPKAD Kabupaten Ogan Ilir).



D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini

diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

ks

Bagi Penulis

Penelitian ini untuk menambah pengatahuan dan memperluas wawasan
terutama dalam kualitas laporan keuangan.

Bagi Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir
Dengan melihat hasil pengaruh good governance, standar akuntansi
pemerintah dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan
keuangan dijadikan sebagai masukan dalam menentukan kebijakan
operasional pemerintah.

Bagi Almamater

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber refrensi untuk
penelitian selanjutnya, khusunya penelitian yang memiliki topik relatif

sama.



BAB 11

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Teori Keagenan (Agency Theory)

Agency adalah keterikatan hubungan antara dua pihak yang mana
pihak satu sering disebut dengan agent, yaitu yang diberikan kewenangan
untuk melakukan perbuatan untuk dan atas nama serta di bawah
pengawasan pihak lain yaitu principal. Principal adalah pihak yang
memberikan kewenangan pada agen untuk melakukan tindakan tertentu
serta melakukan pengawasan tindakan agen, sedangkan pihak yang
melakukan transaksi dengan agen disebut dengan third party (Budi,
2015: 5-6).

Berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pelaporan keuangan
dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari
oleh teori keagenan, dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang
bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi
yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah
yang bertindak sebagai principal dalam menilai akuntabilitas dan
membuat keputusan , baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.
Dalam suatu pemerintahan demokrasi, hubungan antara pemerintah dan
para pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan
sebagai suatu hubungan keagenen (agency relationship). Pemerintah

berfungsi sebagai agen yang diberi kewenangan untuk melaksanakan
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kewajiban tertentu yang ditentukan oleh para pengguna informasi
keuangan pemerintah sebagai principal, baik secara langsung atau tidak
langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam hubungan keagenan,
pemerintah sebagai agen harus melaksanakan apa yang menjadi
kepentingan para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai

prinsipalnya.

Good Governance
a. Pengertian Good Governance
Good governance sebagai suatu penyelengaraan manajemen
pembangunan yang solid bertanggungjawab yang sejalan dengan
prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi
dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun
administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal
and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo,
2009: 18).
b. Karakteristik Good Governance
Karakteristik pelaksanaan good governance (Mardiasmo.
2009: 18) meliputi :
1) Participation
Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan yang baik
secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga

perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi
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tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara
serta berpartisipasi secara konstruktif.
2) Rule of law
Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
3) Transparency
Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh
informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik
secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
4) Responsiveness
Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani
stakeholder.
5) Consesensus orientation
Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
6) Equity
Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk
memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
7) Efficiency and Effectiviness
Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna
(efisien) dan berhasil guna (efektif).
8) Accountability
Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang

dilakukan.
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9) Strategic vision
Penyelenggara pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh

kedepan.

3. Standar Akuntansi Pemerintah

Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan
pemerintah (PP No.71 tahun 2010).

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip
akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan pemerintah. SAP dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar
akuntansi pemerintah (PSAP). PSAP merupakan SAP yang diberi nomor,
judul, isi dan tanggal berlaku (Baldric, 2015: 72).

Standar akuntansi pemerintah diterapkan dilingkup pemerintahan,
baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya maupun di
pemerintah daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan standar akuntansi
pemerintahan diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas
pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi
keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan
keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta
akuntabilitas (Deddi, 2008: 25).

Salah satu upaya konkret untuk mewujudukan transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan



13

pertanggungjawaban keuangan pemerintah, yang memenuhi prinsip tepat
waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan
yang telah diterima secara umum (Indra, 2010: 137).

Standar akuntansi pemerintahan dan kebijakan akuntansi
pemerintah daerah terutama mengatur mengenai 3 hal (Nunuy, 2009: 27-
28) yaitu :

a. Pengakuan
Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya
kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan
akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset,
kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan,
sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitias pelaporan
yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah
uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh
kejadian atau peristiwa terkait. Dalam menentukan apakah suatu
kejadian atau peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu
dipertimbangkan aspek materialitas.

b. Pengukuran
Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos
dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset

dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar
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dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
. Pengungkapan
Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang
dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna
laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face)
laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.
Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai
ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam
menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan
dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan yang
disajikan (PP No.71 tahun 2010).
Delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan
keuangan pemerintah (PP No.71 tahun 2010) yaitu :
1) Basis Akuntansi
Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan
pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO,
beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan
perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan
basis kas, maka entitias wajib menyajikan laporan demikian.
2) Nilai Historis (Historical Cost)
Pencatatan didasarkan pada nilai historis. Aset dicatat sebesar

pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai



3)

4)
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wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut
pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan
setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi
kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan
pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian
yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi, dalam hal
tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau
kewajiban terkait.

Realisasi (Realization)

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah
diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode
akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja
dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan
yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui
setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau
mengurangi kas.

Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance Over Form)
Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi
serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau
peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan
substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya aspek
formalitasnya. Apabila substansi formalitasnya, maka hal tersebut

harus diungkapkan dengan jelas catatan atas laporan keuangan.
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6)

7)
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Periodisitas (Periodicity)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas laporan perlu
dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas
dapat diukur dan posisi sumberdaya yang dimilikinya dapat
ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun,
periode bulanan, triwulanan dan semesteran juga dianjurkan.
Konsistensi (Consistency)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang
serupa dari periode ke periode oleh suatu entitias pelaporan (prinsip
konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi
perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang
lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat
metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang
lebih baik disbanding metode lama. Pengaruh atas perubahan
penerapan metode ini diungkapkan dalam catatan atas laporan
keuangan.

Pengungkapan Lengkap (Full Dislosure)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang
dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh
pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka

(on the face) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.
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8) Penyajian Wajar (Fair Presntation)
Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi
Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca,
Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan

Ekuitas dan Catatatn Atas Laporan Keuangan.

Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dari
tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan
jajaran nya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai
atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan
efesien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Mahmudi, 2016: 20).

Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada
tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh
pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai
atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP no.60 tahun 2008).

Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
dilaksanakan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP). SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang

memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan
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penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan,
pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan (PP No.60 Tahun 2008 pasal 2).
Unsur Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008 yaitu :
a. Lingkungan Pengendalian
Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan
dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang
menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian
intern dan manajemen yang schat.
b. Penilaian Risiko
Pengendalian intern harus memberikan penilaian atau risiko yang di
hadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.
Penilaian risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan Instansi
Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi
maupun  pada  tingkat  kegiatan. Selanjutnya  Instansi
Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang
dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber
dari dalam maupun luar instansi.
c. Kegiatan Pengendalian
Kegiatan pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang

dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan
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Instansi Pemerintah untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi
selama proses penilaian risiko.

. Informasi dan Komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi
Pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam
suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga
memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan
pengendalian dan tanggungjawab nya.

Instansi Pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat
diandalkan baik informasi keuangan maupun non keuangan, yang
berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eskternal serta internal.
Informasi tersebut harus direkam dan dikomunikasikan kepada
pimpinan Instansi Pemerintah yang memerlukannya dalam bentuk
serta dalam kerangka waktu yang memungkinkan yang bersangkutan
melaksanakan pengendalian intern dan tanggungjawab operasional.

. Pemantauan

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu
dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya
dapat segera ditindaklanjuti. Pemantauan sistem pengendalian intern
dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan
tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Pemantauan

berkelanjutan diselanggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin,
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supervisi, pembandingan, rekonsiliasi dan tindakan lain yang tekait

dalam pelaksanaan tugas.

Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan organisasi sektor publik meliputi laporan
posisi keuangan pada akhir periode laporan, laporan aktivitas serta
laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan (Indra, 2010: 131).

Laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan gabungan
dari laporan keuangan SKPD yang ada dalam pemerintahan daerah itu
sesuai Kerangka Konseptual PP No.71 Tahun 2010 Paragraf 24 disusun
untuk menyediakan informasi yang relavan mengenai posisi keuangan
dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama
satu periode pelaporan (Erlina dkk, 2015: 19).

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran
normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga
dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan
prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah
dapat memenuhi kualitas yang di kehendaki (PP No.71 Tahun 2010)
yaitu :

a. Relavan
Laporan keuangan bisa dikatakan relavan apabila informasi yang
termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan

membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini
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dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengkoreksi
hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relavan memiliki
karakteristik :

1) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)

2) Memberikan manfaat prediktif (predictive value)

3) Tepat waktu

4) Lengkap

. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang
menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara
jujur serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relavan tetapi jika
hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan
informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang
andal memenuhi karakteristik :

1) Penyajian jujur

2) Dapat diverifikasi (verifiability)

3) Netralitas

. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan akan lebih berguna jika dapat
dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau
laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan
dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara

internal dapat dilakukan dengan bila suatu entitas menerapkan
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kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan
secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan
menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila  entiitas
pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada
kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut
diungkapkan pada periode terjadi nya perubahan.
d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh
pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan
dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna
diasumsikan memiliki pengatahuan yang memadai atas kegiatan dan
lingkungan operasi entitas pelaporan serta adanya kemauan pengguna

untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

B. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putu dan Wayan (2014)
yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi
pelaporan keuangan pemerintah daerah. Rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah apakah sumber daya manusia, sistem informasi keuangan daerah,
sistem pengendalian intern dan implementasi standar akuntansi pemerintah
berpengaruh terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar ?. Tujuan penelitian ini

untuk mengetahui sumber daya manusia, sistem informasi keuangan daerah,
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sistem pengendalian intern dan implementasi standar akuntansi pemerintah
berpengaruh terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar. Data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil dari
penelitian ini adalah variabel kapasitas sumber daya manusia, sistem
informasi keuangan daerah, sistem pengendalian intern dan implementasi
standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas
informasi pelaporan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Kabupaten Gianyar.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Manuppan (2015) yang
berjudul pengaruh good governance, kompetensi sumber daya manusia dan
sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi keuangan (studi
empiris pada SKPD Kota Dumai). Rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah Apakah good governance, kompetensi sumber daya manusia dan
sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas informasi
keuangan (studi empiris pada SKPD Kota Dumai). Tujuan yang ingin dicapai
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh good governance,
kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap
kualitas laporan keuangan di Kota Dumai. Sumber data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data primer. Hasil dari penelitian ini adalah
menemukan bahwa variabel good governance, kompetensi sumber daya dan
sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas informasi

laporan keuangan yang akan dihasilkan akan semakin baik.
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Penelitian sebelumnya di lakukan oleh Yusniyar dkk (2016) yang
berjudul pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintahan dan
pengendalian intern terhadap good governance dan dampaknya pada kualitas
laporan keuangan (studi pada SKPA Pemerintah Aceh). Rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah apakah pengaruh sistem akuntansi pemerintah dan
pengendalian intern terhadap good governance? dan apakah pengaruh good
governance terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPA di Pemerintah
Aceh?. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sistem
akuntansi pemerintah dan pengendalian intern terhadap good governance
serta untuk mengetahui pengaruh good governance terhadap kualitas laporan
keuangan pada SKPA di Pemerintah Aceh. Sumber data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data primer.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) sistem pengendalian intern secara
simultan berpengaruh terhadap good governance. Semua variabel yang diteliti
ikut berpengaruh terhadap good governance, besarnya good governance pada
SKPA di Pemerintah Aceh dipengaruhi oleh sistem akuntansi pemerintahan
dan pengendalian intern. (2) Sistem akuntansi pemerintah secara parsial
berpengaruh positif terhadap good governance, hal ini menunjukan bahwa
semakin tinggi penerapan sistem akuntansi pemerintahan maka semakin baik
juga tingkat prinsip-prinsip good governance yang dilakukan oleh aparatur
pada setiap SKPA di Pemerintah Aceh. (3) Pengendalian intern secara parsial
berpengaruh positif terhadap good governance. (4) Sistem akuntansi

pemerintahan, pengendalian intern dan good governance secara simultan
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berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. (5) Sistem akuntansi
pemerintahan berpengaruh positif dan lemah terhadap kualitas informasi
laporan keuangan, hasil penelitian ini menunjukan bahwa sistem akuntansi
pemerintah kurang mampu memberikan kontribusi laporan keuangan,
sehingga belum mencapai tingkat maksimal yang diharapkan. (6)
Pengendalian intern berpengaruh positif dan lemah terhadap kualitas laporan
keuangan. (7) Good governance berpengaruh positif dan sedang terhadap
kualitas laporan keuangan.

Persamaan antara ketiga penelitian sebelumnya dengan penelitian
yang dilakukan penulis terletak pada variabel kualitas laporan keuangan.
Sumber data yang digunakan adalah data primer dengan membagikan
kuesioner kepada responden penelitian. Perbedaan antara penelitian penelitian
sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada
tempat penelitian nya dan pada penelitian Manuppan (2015) menggunakan

variabel kompetensi sumber daya manusia.

. Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan good governance agar berjalan dengan baik harus
memenuhi sembilan karakteristik yaitu participation, rule of law,
transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and
effectiveness, accountability, strategic vision, dengan menerapkan tata kelola
pemerintah yang baik maka akan menghasilkan laporan keuangan yang

berkualitas. Standar akuntansi pemerintahan diterapkan dilingkup
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pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemennya
maupun di pemerintah daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan standar
akuntansi pemerintahan diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas
pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah, ini berarti informasi
keuangan pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di
pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas, untuk
memenuhi sebuah laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan komponen
lain salah satunya yaitu sistem pengendalian intern yang terdiri dari lima
unsur yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan
pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Laporan
keuangan pemerintah daerah yang berkualitas harus memenuhi empat kriteria
kualitatif yaitu relavan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Berdasarkan uraian dari landasan teori, maka disusun suatu model
penelitian mengenai penelitian yang akan dilakukan. Model penelitian
tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar 11.1 Kerangka Pemikiran

H,
2 =
Good Governance
(X1) H,
. J
3
Standar Akuntansi Hs

Kualitas Laporan J

| Pemerintah (X;) ) Keuangan (Y)
. h H,
Sistem Pengendalian

Intern (X3)
.

Sumber : Penulis, 2017
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Variabel yang akan diteliti pada penelitian ini adalah kualitas laporan

keuangan sebagai variabel dependen dan sebagai variabel independen yaitu

good governance, standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian

intern.

1.

Pengaruh Good Governance, Standar Akuntansi Pemerintah dan
Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Penerapan good governance telah dilakukan dengan baik meliputi
transparansi informasi keuangan dan non keuangan, partisipasi
masyarakat  dalam  menyusun  kebijakan  sebagai  bentuk
pertanggungjawaban dan prinsip akuntabilitas instansi kepada publik
serta penyusunan laporan keuangan daerah yang baik harus menerapkan
standar akuntansi pemerintahan sebagai pedoman penyusunan laporan
keuangan (Azlim, 2012). Kualitas laporan keuangan tidak hanya diukur
dari kesesuaian dengan SAP, tetapi juga dari sistem pengendalian
internnya untuk itu pemerintah daerah harus mendesain, mengoperasikan
dan memelihara sistem pengendalian intern yang baik dalam rangka
menghasilkan informasi keuangan yang relavan, andal, dapat

dibandingkan dan dapat dipahami (Susilawati dan Dwi, 2014).

Pengaruh Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Pelaksanaan good governance dijalankan dengan mengikuti
prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, seperti transparansi (keterbukaan),

akuntabilitas, partisipasi sehingga sumber daya daerah yang berada
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dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-
besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat. Penerapan good
governance dalam penyelenggaaan kepemerintahan juga tidak lepas dari
masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan
daerah sebagai acuan dalam menghasilkan laporan keuangan yang
berkualitas. Sehinggga  tercapailah karakteristik kualitatif laporan
keuangan pemerintah yang dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki
(Azlim dkk, 2012).

Variabel good governance berpengaruh signifikan terhadap kualitas
informasi laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan penerapan
good governance yang baik akan menghasilkan kualitas informasi

laporan keuangan yang baik pula (Azlim dkk, 2012).

Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas
Laporan Keuangan

Standar akuntansi pemerintah terdapat hubungan terkait dengan
kualitas laporan keuangan. SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan
pemerintah, dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang
mempunyai kekuatan hukum dalam upaya kualitas laporan keuangan di
Indonesia (PP No.71 tahun 2010).

Pengaruh antara standar akuntansi pemerintah pada kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu : “SAP di terapkan dilingkup
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pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan departemen-departemen
maupun di pemerintahan daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP
diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan

di pemerintahan pusat dan daerah™ (Deddi, 2008: 25).

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan

Tujuan sistem pengendalian internal salah satunya adalah untuk
mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dengan sistem
akuntansi, risiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan atau
perhitungan dapat diminamilisasi sehingga mengurangi kemungkinan
pemerintah daerah mengalami kekeliruan. Suatu sistem yang berkualitas,
dirancang, dibangun dan dapat bekerja dengan baik apabila bagian-
bagian yang terintegrasi dengan sistem tersebut beroperasi sesuai dengan
tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Salah satu bagian didalam
sistem informasi akuntansi yang menunjang kelancaran kerja sistem
informasi akuntansi tersebut adalah pengendalian (internal control)
(Warren dalam Susilawati dan Dwi, 2014).

Kualitas laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh bagus tidak nya

sistem pengendalian intern yang dimiliki pemerintah daerah (Tuti, 2014).
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D. Hipotesis
Berdasarkan uraian landasan teori , konsep dan kerangka pemikiran
yang sebelumnya disajikan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut :

Hy=  Good governance, standar akuntansi pemerintah dan sistem
pengendalian intern signifikan memengaruhi kualitas laporan
keuangan.

H>=  Good governance signifikan memengaruhi kualitas laporan
keuangan.

Hiz=  Standar akuntansi pemerintah signifikan memengaruhi kualitas
laporan keuangan.

Hsy=  Sistem pengendalian intern signifikan memengaruhi kualitas

laporan keuangan.
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METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan tingkat eksplanasinya (tingkat penjelasan), penelitian

dibedakan atas tiga jenis (Misbahuddin dan Igbal, 2013: 8) sebagai berikut:

1.

Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui
nilai dari suatu variabel.

Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah penelitian yang dilakukan untuk
membandingkan nilai satu variabel lainnya dalam waktu yang berbeda.
Penelitian Hubungan

Penelitian  hubungan adalah penelitian yang dilakukan untuk
menggabungkan antara dua variabel atau lebih.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah

penelitian hubungan untuk meneliti adanya hubungan sebab akibat antar

variabel good governance, standar akuntansi pemerintah dan sistem

pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada Kantor Badan

Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang beralamat Jalan

Indralaya Raya Tanjung Senai.
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C. Operasionalisasi Variabel

32

Berdasarkan metode penelitian diatas, penulis membuat tabel
operasionalisasi variabel sebagai berikut :
Tabel 1111
Operasionalisasi Variabel
Variabel Definisi Indikator Pnz:':nn
Good Governance Good governance sebagai a. Participation Skala Ordinal
X, suatu penyelengaraan b. Rule of law
yang sejalan dengan c. Transparency
prinsip demokrasi dan d. Responsiveness
pasar yang efisien, ¢. Consensus
penghindaran salah Orientation
alokasi dana investasi dan f. Equity
pencegahan korupsi baik g. LEfficiency and
secara politik maupun Effectiveness
administrative, h. Accountability
menjalankan disiplin i. Strategic vision
anggaran serta penciptaan
legal and political
framework bagi
tumbuhnya aktivitas
usaha.
Standar Akuntansi Standar akuntansi a. Basis Akuntansi | Skala Ordinal
Pemerintah pemerintah adalah b. Nilai Historis
X, prinsip-prinsip vang c. Realisasi
diterapkan dalam d. Substansi
menyusun dan Mengungguli
menyajikan laporan Bentuk Formal
kecuangan pemerintah. e. Periodisitas
f. Konsistensi
g. Pengungkapan
Lengkap
h. Penyajian wajar
Sistem Pengendalian Sistem pengendalian a. Lingkungan Skala Ordinal
Intern intern adalah kebijakan pengendalian
X3 dan prosedur yang b. Penilaian resiko
dirancang untuk c. Kegiatan
memberikan keyakinan pengendalian
yang memadai bagi d. Informasi dan
manajemen bahwa Komunikasi
organisasi mencapai ¢. Pemantauan
tujuan dan sasarannya.
Kualitas Laporan l.aporan keuangan a. Relavan Skala Ordinal
Keuangan merupakan laporan yang b. Andal
Y terstruktur mengenai c. Dapat di
posisi keuangan dan bandingkan
transaksi-transaksi yang d. Dapat di pahami
dilakukan oleh suatu
entitias pelaporan.

Sumber : Penulis, 2017



D. Populasi
Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya
berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk
mempelajarinya atau menjadi objek penelitian (Kuncoro, 2013: 118), jadi
populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Pengelola Keuangan
Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 35 pegawai/responden. Sampel
yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik sampling jenuh

artinya semua populasi dijadikan sampel.

E. Data yang Diperlukan
Sumber data penelitian terdiri atas (Nur dan Bambang, 2016: 146) :

1. Data Primer
Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara
langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).

2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti
secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh
pihak lain).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer
dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa wawancara,
kuesioner, gambaran umum dan struktur organisasi, sedangkan data sekunder
dalam penelitian ini berupa opini BPK yang diperoleh dari situs resmi BPK

Palembang.
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F. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat di lakukan dengan beberapa cara

(Sugiyono, 2013: 194-203) sebagai berikut:

L

Interview (Wawancara)
Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur
dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face ro face) maupun dengan

menggunakan telepon.

. Kuesioner (Angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
cara member seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada
responden untuk dijawabnya.

Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai cirri yang spesifik
bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan kuesioner.
Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka
observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang
lain.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

teknik wawancara dan kuesioner. Wawancara dengan mengajukan pertanyaan

yang tidak terstruktur kepada Kabid Akuntansi BPKAD Kabupaten Ogan Ilir,

kuesioner dengan mengajukan pernyataan secara tertulis dengan menyebar

kuesioner kepada pegawai BPKAD Kabupaten Ogan llir.
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G. Analisis Data dan Teknik Analisis

)

Analisis Data

Semua data yang pada gilirannya merupakan variabel yang kita

ukur, dapat diklasifikasikan menjadi dua (Kuncoro, 2013: 145) yaitu:

a.

Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik
(angka).

Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala
numerik.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dilakukan dengan
menggunakan pengujian statistik dari hasil kuesioner, kemudian hasil
pengujian tersebut akan dijelaskan menggunakan kalimat-kalimat,
dengan kata lain, data kuantitatif terlebih dahulu digunakan kemudian
dilanjutkan dengan data kualitatif. Data kuantitatif digunakan untuk
melihat hasil kuesioner dengan menggunakan tabulasi dan dibantu oleh
Statistical Product And Service Solutions (SPSS)  yang berupa
penilaian dari hasil pengisian kuesioner.

Berbagai skala sikap yang dapat digunakan untuk penelitian
(Sugiyono, 2013: 132) antara lain adalah :
a) Skala Likert

b) Skala Gutman



36

¢) Semantic Deferential
d) Rating Scale
Pada penelitian ini skala yang akan digunakan adalah skala likert.
Pada skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi
indakator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk
menyusun item-item instrumen berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban

pada skala /ikert dapat berupa kata-kata antara lain :

Sangat Setuju =SS =5
Setuju =g =4
Netral =N =1
Tidak Setuju =TS =2
Sangat Tidak Setuju = STS =]

Syarat untuk pengujian analisis dengan menggunakan regresi
datanya harus interval, maka data yang diperoleh dari kuesioner yang
berbantuk ordinal dinaikan skalanya menjadi interval. Proses menaikan
skala dari ordinal menjadi interval menggunakan software (program) MSI

(Methods Successif Interval).

2) Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui
pengaruh good governance, standar akuntansi pemerintah dan sistem
pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan adalah analisis

regresi liner berganda untuk meyakinkan bahwa variabel bebas
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mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, selanjutnya dilakukan
uji hipotesis (uji f) dan (uji t) untuk mengetahui signifikansi dari
variabel bebas terhadap variabel terikat serta membuat kesimpulan dan
yang terakhir adalah menghitung koefisien determinasi untuk
mengetahui  seberapa besar pengaruh dari variabel bebas terhadap
variabel terikat. Teknik analisis data dalam penelitian ini dibantu oleh
Statistical Product And Service Solutions (SPSS). Sebelum melakukan
analisis, sesuai dengan syarat metode OLS (Ordinary Least Square)
maka lebih terlebih dahulu harus melakukan uji validitas, uji reliabilitas
dan uji asumsi klasik.

a. Uji Validitas

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk
mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen
tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya
diukur (Sugiyono, 2010: 172). Dengan menggunakan instrumen
yang valid diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid, jadi
instrumen yang valid merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan
hasil penelitian yang valid.

Uji validitas kuesioner biasanya dimaksud adalah validitas
item, yang dimaksudkan untuk mengukur ketepatan suatu item
dalam kuesioner apakah sudah tepat dalam mengukur apa yang
ingin diukur. Item yang valid ditunjukkan dengan adanya korelasi

yang signifikan antara item terhadap skor total item. Untuk
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penentuan apakah suatu item layak digunakan atau tidak, yaitu
dengan melakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf
signifikan 0,05, artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi
signifikan terhadap skor total item (Duwi, 2016: 51). Metode
pengujian validitas item pada SPSS yang bisa digunakan yaitu
dengan metode korelasi Pearson atau metode Corrected item- Total
Corelation.

Nilai korelasi r hitung dibandingkan dengan r tabel, r tabel
dicari pada signifikansi 0,05 dengan wji dua sisi dan jumlah data
(n) = 15 atau df (n-2) atau (15-2) maka didapat r tabel sebesar
0,514 (Duwi, 2016: 56). Jadi apabila r hitung lebih besar dari r
tabel dinyatakan valid dan sebaliknya apabila nilai r hitung lebih

kecil dari r tabel dinyatakan tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Setelah dapat ditemukan bahwa pernyataan dan pertanyaan
yang digunakan dalam penelitian ini valid dengan r hitung lebih
besar dari r tabel, maka selanjutnya pernyataan dan pertanyaan yang
dinyatakan valid tersebut, diuji reliabilitasnya. Uji reliabilitas
digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat
pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika
pengukuran tersebut diulang. Metode uji reliabilitas yang sering

digunakan adalah Cronbach’s Alpha. Metode ini sangat cocok
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digunakan pada skor berbentuk skala (misal 1-4, 1-5) atau skor
rentangan (misal 0-10, 0-30). Untuk penentuan apakah instrument
reliabel atau tidak, bisa digunakan batasan tertentu seperti 0,6 (Duwi,
2016: 60).

Teknik statistik ini digunakan untuk pengujian tersebut dengan
koefisien Cromnbach’s Alpha dengan bantuan soffware SPSS.
Cronbach’s Alpha merupakan uji reliabilitas untuk alternative
jawaban lebih dari dua. Suatu konstruk atau variabel dikatakan
reliabel jika memberikan Cronbach’s Alpha > 0,70 (Imam, 2013:

48).

. Uji Asumsi Klasik
Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah
model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari
asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut
harus terdistribusikan secara normal, tidak mengandung
multikoloniaritas, dan heterokedastisitas. Untuk itu sebelum
melakukan pengujian regresi linier sederhana perlu dilakukan lebih
dahulu pengujian asumsi klasik, yang terdiri dari:
1) Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah
variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal.

Dalam pengujian ini terdapat dua cara yang bisa digunakan untuk
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menguji normalitas model regresi tersebut yaitu dengan analisis

grafik (normal P-P plot) dan analisis statistik (One Sample

Kolmogrov-Smirnov Test). Kriteria pengambilan keputusan untuk

pengujian normalitas dengan analisis grafik normal P-P plot

(Duwi, 2013: 59) yaitu :

a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah
garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi
normalitas.

b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak
mengikuti arah diagonal, maka model regresi tidak memenuhi
asumsi normalitas.

Kriteria pengambilan keputusan untuk pengujian
normalitas dengan analisis grafik Kolmogrov-Smirnov Test
(Duwi, 2013: 15) yaitu:

a) Jika signifikansi > 0,05 maka data berdistribusi normal.

b) Jika signifikansi < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinearitas
Pengujian ini bertujuan untuk membuktikan apakah pada
model regresi ditemukan korelasi antara variabel bebas
(independent). Model regresi yang baik seharusnya tidak
ditemukan korelasi antara variabel bebas tersebut. Apabila

interprestasi ini dilanggar dengan terjadinya hubungan antar
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variabel bebas, maka timbulah gejalah yang disebut
multikolonieritas. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak
adanya masalah multikolinearitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya
multikoliniearitas dengan melihat tolerance dan VIF (variance
inflation factor). Semakin kecil nilai tolerance dan semakin besar
VIF maka semakin mendekati terjadinya  masalah
multikolinearitas. Dalam kebanyakan penelitian menyebutkan
bahwa jika folerance lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10 maka

tidak terjadi multikolinearitas (Duwi, 2013: 60).

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui
apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians
dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians
dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap disebut
heteroskedastisitas, sedangkan untuk varians yang berbeda
disebut heteroskedastisitas, ada beberapa cara untuk mendeteksi
ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu melihat scatter plot (nilai
prediksi dependen ZPRED dengan residual SRESID) uji glejser,
uji park, uji koefisien korelasi spearman. Dalam melakukan
pengujian heteroskedastisitas untuk penelitian ini menggunakan
uji scatter plot. Dasar analisis untuk pengujian heteroskedastisitas

dengan melihat scartter plot (Imam, 2013: 139) yaitu :
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a) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk
suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar
kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi
heteroskedastisitas.

b) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas
dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi

heteroskedastisitas.

4) Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi
secara residual untuk pengamatan satu dengan pengamatan yang
lain yang disusun menurut runtut waktu. Model regresi yang baik
mensyaratkan tidak adanya masalah autokorelasi dengan
menggunakan uji Durbin Watson (DW test). Dasar pengambilan
keputusan untuk pengujian autokorelasi dengan melihat durbin
watson (Imam, 2013: 111) yaitu:
a) Jika 0 <d <dl berarti tidak ada autokorelasi positif.
b) Jika dl < d < du berarti tidak ada autokorelasi positif.
¢) Jika 4-dl <d < 4 berarti tidak ada autokorelasi negatif.
d) Jika 4-du < d < 4-dl berarti tidak autokorelasi negatif.
e¢) Jika du < d < 4-du berarti tidak ada autokorelasi positif atau

negatif.
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d. Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis linier berganda adalah hubungan secara linier
antara dua atau lebih variabel independen (X; X, X,) dengan
variabel dependen (Y). Analisis digunakan untuk mengetahui
hubungan antar variabel independen apakah masing-masing variabel
berhubungan positif atau negative dan untuk memprediksi nilai dan
variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.
Persamaan regresi linier berganda (Duwi, 2013: 41) sebagai berikut:
Y = bo+biXi+ boXs + bsX;
Keterangan:
X, = Good governance
X, = Standar akuntansi pemerintah
X3 = Sistem pengendalian intern
" = Kaualitas laporan keuangan
By = Konstanta

b = Koefisien regresi variabel X

e. Koefisien Determinasi
Uji ini bertujuan untuk menentukan proporsi atau persentasi
total variasi dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel
bebas. Apabila analisis yang digunakan adalah regresi sederhana,
maka yang digunakan adalah nilai R Square, apabila analisis yang

digunakan adalah regresi berganda, maka yang digunakan adalah
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Adjusted R Square. Hasil perhitungan R Square dapat dilihat pada
output model summary. Pada kolom R Sguare dapat diketahui
berapa persentase yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas
terhadap variabel terikat, sedangkan sisanya dipengaruhi atau
dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam

model penelitian.

. Uji Hipotesis
1. Uji Hipotesis secara bersama-sama (Uji F)

Pengujian hipotesis secara bersama merupakan pengujian
hipotesis  koefisien rtegresi berganda dengan X, X, secara
bersama-sama mempengaruhi Y.

a) Merumuskan Hipotesis

Hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

Hy : Good governance, standar akuntansi pemerintah dan
sistem pengendalian intern tidak memengaruhi kualitas
laporan keuangan secara bersama.

H: : Good governance, standar akuntansi pemerintah dan
sistem pengendalian intern memengaruhi kualitas
laporan keuangan secara bersama.

b) Menentukan Tarif Nyata
Tingkat signifikan 5% taraf nyata dari tabel ditentukan dari

derajat bebas (db) = n-k-l, taraf nyata (a) bearti nilai t tabel,



taraf nyata dari f tabel ditentukan dengan derajat bebas (db) =
n- k-1

¢) Hy ditolak apabila F hitung > F tabel, H, diterima apabila F
hitung < F tabel.

d) Kesimpulan
Menarik kesimpulan H, ditolak apabila F hitung > F tabel atau

H, diterima F hitung < F tabel.

. Uji Hipotesis secara Parsial/individu (Uji t)

Pengujian hipotesis secara parsial/individu merupakan
pengujian hipotesis koefisien regresi sederhana dengan hanya satu
B (B; atau B,) yang mempengaruhi Y. Langkah-langkah dalam
uji hipotesis secara parsial atau individu yaitu :

a) Merumuskan Hipotesis

Hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

Hy @ Good governance tidak memengaruhi kualitas
laporan keuangan secara individu.

Ha @ Good Governance memengaruhi kualitas laporan
keuangan secara individu.

Hp» : Standar Akuntansi Pemerintah tidak memengaruhi
kualitas laporan keuangan secara individu.

Hp @ Standar Akuntansi Pemerintah memengaruhi

kualitas laporan keuangan secara individu.
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Hyp; : Sistem Pengendalian Intern tidak memengaruhi
kualitas laporan keuangan secara individu.
Ha :  Sistem Pengendalian Intern memengaruhi kualitas

laporan keuangan secara individu.

b) Menentukan Taraf Nyata
Tingkat signifikan sebesar 5%, tarif nyata dari t tabel
ditentukan dari derajat bebas (db) = n-k-1, taraf nyata (a)
berati nilai t tabel, taraf nyata dari f tabel ditentukan dengan
derajat bebas (db) = n-k-1.

¢) Hyditolak apabila t hitung > t tabel, H, diterima apabila t
dihitung < t tabel. Berdasarkan probabilitas H, ditolak jika P
value < 5% .H, diterima jika P value > 5%.

d) Kesimpulan
Menarik kesimpulan H ditolak apabila t hitung > t tabel atau

H, diterima apabila t hitung < t tabel.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Gambaran Umum BPKAD Kabupaten Ogan Ilir
a. Sejarah Singkat BPKAD Kabupaten Ogan Ilir
Kabupaten Ogan llir berdiri sejak tanggal 07 Januari 2004
sebagai daerah otonom baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi
Sumatera Selatan. Masa 5 tahun pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir
tahun 2010-2015 sesuai dengan amanah RPJM Daerah Kabupaten
Ogan Ilir Tahun 2005-2025 telah melaksanakan tugas umum
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan
kepada masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Kabupaten Ogan Ilir
memiliki 16 kecamatan, 227 desa dan 14 kelurahan. Jumlah desa
terbanyak Kecamatan Pemulutan dengan 25 desa, Kecamatan Tanjung
Batu dengan 19 desa, Kecamatan Indralaya 17 desa dan 3 kelurahan,
Kecamatan Tanjung Raja dengan 15 desa dan 4 kelurahan serta
Kecamatan Indralaya Utara dengan 15 desa dan 1 kelurahan.
Kabupaten Ogan Ilir memiliki tujuh badan pemerintahan salah
satunya Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah. Kelembagaan Badan
Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Ogan llir telah diatur
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1 Tahun 2015

tentang pembentukan organisasi dan tata kerja badan pengelola
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keuangan aset daerah. Badan pengelola keuangan aset daerah
mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dalam
penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten dalam bidang pengelolaan

keuangan aset daerah.

. Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Ogan Ilir

Menjamin kelancaran tugas-tugas yang harus dilakukan oleh
pemerintah daerah, maka diperlukan suatu koordinasi kegiatan tugas
diantara masing-masing pegawai yang mencerminkan aktivitas tertentu
yang mencakup hubungan diantara masing-masing bagian. Semakin
banyak kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing bagian atau
departemen, maka semakin kompleks pula hubungan yang ada diantara
pegawal sehingga masing-masing pegawai mengetahui tanggung
jawabnya. Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang
memberikan gambaran hubungan antara satu bagian dengan bagian
lain dalam suatu unit organisasi atau perusahaan secara keseluruhan
dimulai dari tingkat tinggi sampai dengan tingkat terendah dalam unit
organisasi tersebut.

Struktur organisasi pada Badan Pengelola Keuangan Aset

Daerah (BPKAD) dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar VI.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR
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LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR

KEPALA BADAN
H. Hasnandar Setiawan, SE, MM

SEKRETARIS

|

Kepegawaian

Subbagian Umum dan

Afriandi Kurniawan, SIP

Subbagian Keuangan
Indriyani, S.Sos

Subbagian Perencanaan
dan Pelaporan
Lindawati, SE

KABID ASET DAERAH
Ariyadi, SP, M.Si

f f i ]
KABID KABID ANGGARAN KABID AKUNTANSI
PERBENDAHARAAN Fakhrudin Ginta, SE, M.Si Hj. Endah Murtiningrum, SE,
Kemas M Ali, SE, M.Si M.Si, Ak
S | ]

Subbidang Ekonomi
Ahadam Facrullah, S.Sos

Subbidang Sosial Budaya
Juanidi, S.Sos

Subbidang Sarana
dan Prasarana
Syawal, SE

Subbidang Belanja Langsung
Agus Tommy, SE

Subbidang Belanja Tidak
Langsung
Eko Purnomo, SE

_—

Subbidang
Pengelolaan Kas Daerah
Susiana, S.Kom

Simber - RPK AT Kahunaten Qoan Tlir 2017

Subbidang Akuntansi

— Penerimaan Kas

Hatita K Laconi,SE

Subbidang Akuntansi
Pengeluaran Kas
Rozali, SE

Subbidang

- Pelaporan, Akuntansi dan

Pengelolaan Kas Daerah
Yudika Agung Lesmana, SIP

]

Aditya Kesuma, SIP

Subbidang Administrasi Aset

Pengendalian Aset
Pranky Haminson, ST

Subbidang Pemanfaatan dan

Subbidang Mutasi Aset
Daniel, SIP
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¢. Visi Misi BPKAD Kabupaten Ogan Ilir
Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPIM) Daerah Kabupaten Ogan llir Tahun 2016 yang telah

ditetapkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Ogan llir adalah

Terwujudnya masyarakat Ogan Ilir lebih sejahtera, unggul dan

berkualitas dilandasi keimanan dan ketagwaan kepada Tuhan Yang

Maha Esa. Maka Visi Misi Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah

(BPKAD) Kabupaten Ogan Ilir yaitu sebagai berikut :

1) Terwujudnya pengelola keuangan dan aset daerah dalam pelaksana
pemerintahan yang bersih yang dilaksanakan secara baik dan benar
sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

2) Terwujudnya pengelola keuangan dan aset daerah dalam pelaksana
penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas dalam hal
memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap
memperhatikan dan mentaati aturan perundang-undangan yang
berlaku.

3) Terwujudnya pengelola keuangan dan aset daerah dalam pelaksana
penyelenggaraan sistem tata kelola administrasi dengan
mengedepankan ketersediaan data dan dokumentasi sesuai tahapan

proses pelaksanaan kegiatan.



d. Tugas dan Fungsi BPKAD Kabupaten Ogan Ilir

1) Kepala Badan

Kepala badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam

penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dibidang pengelolaan

keuangan aset daerah. Fungsi kepala badan adalah :

a)

b)

¢)

d)

€)

g)

h)

Pelaksanaan  penataan  organisasi, kelembagaan dan
peningkatan kapasistas sumber daya aparatur pengelola
keuangan daerah Kabupaten.

Penetepan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan
daerah.

Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja
daerah Kabupaten.

Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintah
Kabupaten.

Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD.
Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah
Kabupaten.

Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro
Kabupaten, serta pembinaan dan pengawasan Badan Usaha
Milik Desa.

Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah serta
BLU Kabupaten.

Pengelolaan data dasar perhitungan alokasi DAU Kabupaten.
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j) Pengelolaan, perencanaan dan pelaporan DAK.

k) Pengelolaan, Pengendalian dan pelaporan DBH Kabupaten.

I) Menyampaikan laporan keuangan dan neraca per 31 Desember
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

m) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan penyusunan

perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian dan

memberikan pelayanan administrasi dan teknis kepada semua

unsur dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi :

a) Pengkoordinasian penyusunan RKA dan RKA perubahan
SKPD

b) Pengkoordinasian penyusunan kebutuhan anggaran.

¢) Pelaksanaan monitoring anggaran SKPD.

d) Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan SKPD.

e) Pelaksanaan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah
SKPD.

f) Pelaksanaan pengamanan dan pemeliharaan barang milik
daerah SKPD.

g) Pengajuan rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD.



3)

h) Pengelolaan administrasi kepegawaian.
i) Pengelolaan urusan rumah tangga
j) Pengelolaan kearsipan.
k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan
Kepala Bidan Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai
tugas melaksanakan urusan dan penyusunan program anggaran
perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja
daerah serta pembinaan administrasi keuangan perangkat daerah
Kabupaten, Kecamatan, Desa dan menyiapkan bahan teknis,
melaksanakan  pengelolaan, koordinasi, pembinaan dan
pengendalian keuangan daerah. Untuk melaksanakan tugasnya
Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai fungsi :
a) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD.
b) Pengkoordinasian pengumpulan bahan pembiayaan daerah.
¢) Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan
APBD.
d) Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pembahasan RKA,
RKAP, DPA dan DPAP.
e) Pelaksanaan penyiapan bahan nota keuangan rancangan APBD

dan rancangan perubahan APBD.
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f

h)

i)

k)

b
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Pelaksanaan  koordinasi dan  kompilasi  bahan-bahan
penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan
APBD dan rancangan perubahan APBD.

Pelaksanaan penyempurnaan rancangan APBD dan rancangan
perubahan APBD.

Pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran kas SKPD dan
SKPKD.

Pelaksanaan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan
DPA/DPPA SKPD dan SKPKD.

Pelaksanaan penerbitan SPD sebagai pengendalian pelaksanaan
APBD.

Pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan BLUD dalam
rangka penyusunan program.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran SKPD.

m) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Kepala Bidang Akuntansi

Kepala bidang akuntansi mempunyai tugas menyiapkan

bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan akuntansi,

melaksanakan prosedur akuntansi penerimaan kas, akuntansi

pengeluaran kas dan akuntansi selain kas, rekonsiliasi realisasi

APBD, retuisi dan pelaporan keuangan daerah. Untuk



melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Akuntansi mempunyai

fungsi :

a)

b)

d)

€)

D

g2)

h)

)

i)

k)

D

Menyiapkan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis
pelaksanaan akuntansi daerah dan akuntansi SKPD.
Melaksanakan pengujian rekening belanja atas SP2D.
Melaksanakan restitusi/pengembalian pendapatan daerah.
Melaksanakan akuntansi pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD.

Menyusun laporan keuangan daerah triwulan, semester dan
tahunan.

Melaksanakan verifikasi atas penerimaan dan pengeluaran kas
daerah.

Menyajikan informasi keuangan daerah.

Melaksanakan identifikasi dan klasifikasi transaksi penerimaan.
Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan dengan SKPD terkait.
Melaksanakan koreksi jurnal penerimaan.

Melaksanakan identifikasi dan klasifikasi pengeluaran.

Melaksanakan rekonsiliasi pengeluraran dengan SKPD terkait.

m) Melaksanakan koreksi jurnal pengeluaran.

nj

0)

Menyusun laporan realisasi APBD semester dan prognosis 6

bulan berikutnya.

Menyiapkan rancangan perda pertanggungjawaban APBD.

p) Kepala Bidang Akuntansi
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5) Kepala Bidang Aset Daerah

Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Aset Daerah

mempunyai fungsi :

a)

b)

¢)

d)

g)

h)

i)

k)

)

Menyiapkan peraturan tata laksana barang milik daerah
(BMD).

Melaksanakan pendataan, penatausahaan barang milik daerah.
Menyusun tata cara penuntutuan ganti rugi barang milik
daerah.

Mengkoordinasikan pelaksanaan pemanfaatan dan
pemeliharaan BMD.

Melaksanakan pengamanan, pengendalian sertifikasi, BPDB
dan STNK BMD.

Menyusun standarisasi sarana dan prasarana kerja pemda.
Menyusun harga satuan umum.

Melakukan penilaian dan penghapusan BMD.

Menghimpun laporan mutasi barang milik daerah dan
pengguna barang.

Menyusun laporan pembukuan, penambahan, pengurangan dan
pemindahtanganan BMD.

Melakukan pembinaan pelaporan BMD.

Menyusun buku induk inventarisasi barang tahunan dan

pengguna barang.



2. Gambaran Karakteristik Responden

Penelitian ini berdasarkan pada

tranformasi

terhadap data

penelitian dalam tabulasi, sehingga mudah diinterprestasikan dan mudah

dipahami. Kuesioner ini telah disebarkan kepada pegawai Badan Pengelola

Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang berstatus PNS dengan jumlah

35 Responden. Kuesioner yang kembali sebanyak 30 kuesioner dan

kuesioner yang tidak kembali sebanyak 5 kuesioner dikarenakan 4

kuesioner hilang pada saat pengisian kuesioner dan 1 kuesioner yang

cacat, jadi kuesioner yang dapat diolah sebanyak 30 kuesioner.

a. Gambaran Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat

pada Tabel I'V.] sebagai berikut :

Tabel IV.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
No Keterangan Jumlah %o
1 Laki-Laki 17 57%
2 Perempuan 13 43%
Total 30 100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel TV.1 dapat disimpulkan bahwa dari 30

responden dalam penelitian ini, terdapat laki-laki berjumlah 17 dan

responden perempuan berjumlah 13, yang artinya responden dalam

penelitian ini didominasi oleh laki-laki, dimana menurut proses

psikologi secara umum laki-laki lebih cenderung kurang responsif

dalam menjawab isi dari kuesioner tersebut sedangkan perempuan



lebih rapi dan tepat sasaran dalam menjawab isi kuesioner yang

dibagikan

b. Gambaran Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Karakteristik responden berdasarkan umur dapat dilihat pada

Tabel 1V.2 sebagai berikut :

Tabel 1V.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur
No Umur Jumlah %o
1 20-30 16 53%
2 31-40 10 33%
3 41-50 4 13%
Total 30 100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel IV.2 dapat disimpulkan bahwa dari 30

responden dalam penelitian ini, terdapat 20-30 umur responden

sebanyak 16, 31-40 umur responden sebanyak 10 dan 41-50 umur

responden sebanyak 4, menurut BPS usia 15-49 tahun dikatakan usia

sangat produktif yang artinya 20-49 tahun tepat dalam menjawab isi

kuesioner yang dibagikan.

¢. Gambaran Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat

pada Tabel I'V.3 sebagai berikut :

Tabel IV.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan
No Pendidikan Jumlah %o
1 S2 2 7%
2 S1 21 70%
3 D3 T 23%
Total 30 100%

Sumber : Data Primer Diolah , 2017
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Berdasarkan Tabel IV.3 dapat disimpulkan bahwa dari 30
responden dalam penelitian ini, terdapat 2 responden untuk
pendidikan S2, 21 responden untuk pendidikan S1 dan 7 responden
untuk pendidikan D3, yang artinya penelitian ini didominasi oleh
pendidikan S1 dimana pendidikan S1 lebih mengerti dan memahami

dalam menjawab isi kuesioner yang dibagikan.

3. Gambaran Karakteristik Variabel

Kuesioner yang diberikan kepada responden terdiri dari 4 variabel,
3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Variabel bebas adalah good
governance (X,), standar akuntansi pemerintah (X;), sistem pengendalian
intern (X3) dan variabel terikat adalah kualitas laporan keuangan (Y). Butir
pernyataan pada variabel bebas pertama (X,) berjumlah 12 pernyataan
yang terdiri dari 9 indikator yaitu participation, rule of law, transparency,
responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness,
accountability, strategic vision.

Butir pernyataan pada variabel kedua (X,) berjumlah 8 pernyataan
yvang terdiri dar 8 indikator yaitu basis akuntansi, nilai historis, realisasi,
substansi mengungguli bentuk formal, periodisitas, konsistensi,
pengungkapan lengkap, penyajian wajar.

Butir pernyataan pada variabel ketiga (X3) berjumlah 6 pernyataan
yang terdiri dari 5 indikator yaitu lingkungan pengendalian, penilaian

resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemanfaatan.
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Butir pernyataan pada variabel terikat (Y) berjumlah 4 pernyataan yang
terdiri dari 4 indikator yaitu relavan, andal, dapat dibandingkan, dapat
dipahami.

Tujuan diberikan pernyataan tersebut adalah untuk mengetahui
pengaruh good governance, standar akuntansi pemerintah dan sistem
pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. Data ordinal yang
sudah diberikan skor kemudian disusun kedalam tabulasi yang membantu
peneliti dalam melakukan berbagai analisis pada penelitian ini, kemudian
skor atas jawaban responden dijumlahkan berdasarkan variabel masing-
masing responden. Rekapitulasi data ordinal mengenai jawaban responden
tentang good governance (X)), standar akuntansi pemerintah (X3), sistem
pengendalian intern (X;) dan kualitas laporan keuangan (Y) dapat dilihat

pada Tabel IV.4 sebagai berikut :
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Tabel IV .4
Rekapitulasi Jawaban Responden (Data Ordinal)
Responden Total X, Total X, Total X, Total Y
1 47 27 23 16
2 48 32 24 16
3 49 35 26 20
4 54 32 27 15
5 54 37 29 17
6 44 32 24 16
7 47 32 24 16
8 46 32 24 16
9 53 32 23 14
10 44 28 2 13
11 50 29 26 20
12 52 33 25 19
13 41 30 29 18
14 42 27 26 20
15 44 32 23 15
16 46 34 25 18
17 46 34 25 18
18 55 35 26 19
19 49 32 27 19
20 56 30 26 17
21 47 38 27 19
22 60 40 30 20
23 53 37 24 18
24 53 37 24 20
25 59 36 28 20
26 57 37 29 17
27 50 35 25 20
28 60 32 30 20
29 60 32 30 20
30 60 32 30 20

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017
Karena syarat untuk melakukan analisis regresi, data harus interval
maka data ordinal tersebut diubah menjadi data interval dengan

menggunakan program (software) MSI (Method Successif Interval). Hasil
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perubahan data ordinal menjadi data interval, dapat dilihat pada Tabel IV.5

sebagai berikut :

Tabel IV.5
Hasil Total Jawaban Responden (Data Interval)
Responden Total X, Total X, T"‘!'f’f.\ Total Y
1 27.386 17.205 14.081 9.897
2 28.835 22588 15.493 9.897
3 31.150 26.750 18.466 15.361
4 39.719 25.510 19.761 8.809
5 37.979 30.188 22.864 12.108
6 25.622 22.588 15.493 9.897
7 27.939 22.588 15.493 9.897
8 27.302 22,588 15.493 9.897
9 37.556 22.588 11.419 8.262
10 26.230 19.089 12.623 6.613
11 33.542 22.071 18.422 15.361
12 36.600 26.101 16.987 14.012
13 22952 20272 22922 12.665
14 22952 18.801 18.410 8.323
15 25913 25.655 15.201 8.809
16 27.481 25.568 16.857 12.592
17 27.481 25.568 16.857 12.592
18 38.344 27.081 18.409 14.012
19 29.699 22.588 19.787 14.014
20 40.036 20.148 18.410 11.565
21 27.415 31.299 19.787 14.012
22 45.133 34.453 21.439 15.361
23 34.681 29977 15.493 12.592
24 34.681 29.977 15.493 12.592
25 43.697 28.283 21.255 15.361
26 40.768 29.769 22.691 15.361
27 30.474 27.623 16.987 11.246
28 45.133 22.588 24.286 15.361
29 45.133 22588 24.286 15.361
30 45.133 22.588 24.286 15.361

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017
4. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian
Setelah dilakukan penelitian dengan membagikan kuesioner yang

telah disiapkan, kemudian dilakukan analisis jawaban responden




63

berdasarkan variabel yang terdiri dari variabel good governance (X,),
standar akuntansi pemerintah (X;), sistem pengendalian intern (X3) dan
kualitas laporan keuangan (Y). Analisis jawaban responden berdasarkan

variabel adalah sebagai berikut :

Tabel IV.6
Analisis Jawaban Responden
Variabel Good Governance (X,)
Jawaban Responden % Jawaban
IS isIn[Tslsm|™ = S | N | 75 | sis | Tumh
1 9 |6 [2] 11 2 30 36 20 7 37 6 100%
21 9 [19]1 1 - 30 30 64 3 3 - 100%
s L I TIE] = - - 30 40 60 - - 100%
4 10 [19] 1 - - 30 33 64 3 - - 100%
5 | 1 (18] 2 - 30 43 50 7 - - 100%
6 | 11 [13]3] 3 - 30 37 43 10 [ 10 . 100%
¥ 1 j17] 2 - - 30 37 57 6 - - 100%
8 | 16 [11] 3 - - 30 53 37 10 - - 100%
9 | 14 [16] - - - 30 47 53 - - - 100%
0] 10 [18] 2 - - 30 33 60 7 - - 100%
|15 [13]1 1 - 30 50 43 3 4 - 100%
12] 16 [10] 3 1 30 53 53 33 | 10 4 100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel IV.6 data hasil jawaban responden untuk 12
pernyataan pada variabel good governance (X,) dapat disimpulkan bahwa
pernyataan pada variabel good governance (X,) diketahui 19 (64%)
responden menjawab setuju dengan alasan penerapan good governance
dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, hal ini dapat dilihat bahwa
pelaksanaan good governance yang dijalankan dengan mengikuti prinsip-
prinsip pengelolaan yang baik seperti transparansi, akuntabilitas dan
partisipasi sehingga sumber daya daerah yang berada dalam pengelolaan
pemerintah  benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk

kemakmuran dan kemajuan rakyat.
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Tabel IV.7
Analisis Jawaban Responden
Variabel Standar Akuntansi Pemerintah (X;)

Jawaban Responden % Jawaban
P s 1SINITS [s15] ™= [ 55T s N Ts | sts | Jumizh
T 9 201 - | - 30 30 | 67 | 3 - - 100%
2 6 2211 1 - 30 20 | 73 3 a 1 100%
3 7 171 3 | 2 30 23 | 57 | 3 0 | 7 | 100%
s 7 1 3 | 2 30 3 | 57| 13 7 100%
5 10 [17] 2] - ] 30 3 | 57 | 7 3 1 100%
6 | 6 |213 1 - | - 30 20 | 70 | 10 - 1 100%
71 14 1511 - : 30 a7 | 50 3 - T 100%
8 | 10 |18 | 1 | 1 . 30 33 | 60 | 3 4 1 100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel IV.7 data hasil jawaban responden untuk 8
pernyataan pada variabel standar akuntansi pemerintah (X;) dapat
disimpulkan pernyataan pada variabel standar akuntansi pemerintah (X;)
diketahui 20 (73%) responden menjawab setuju alasannya standar
akuntansi pemerintah dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan,
dengan menerapkan standar akuntansi pemerintah sesuai dengan PP No 71
Tahun 2010 maka akan mewujudkan kualitas laporan keuangan yang baik.

Tabel IV.8

Analisis Jawaban Responden
Variabel Sistem Pengendalian Intern (X;)

Jawaban Responden % Jawaban
P r'sS s|[N[Ts [sts|?™® "ssT s [N 1s [ srts | Jumhb
i 10 | 18] 2 | - » 30 33 | 60 | 7 m : 100%
2 TERIEE R = 30 33 | 57 | 10 " - 100%
3 14 |13] 2] 1 E 30 47 | 43 | 7 3 . 100%
4 g (21] 11 - . 30 27 | 70 | 3 . = 100%
5 | 14 [15] 1| - . 30 47 | 50 | 3 . . 100%
6 | 16 |14] - | - - 30 53 | 47 | - - : 100%

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel IV.8 data hasil jawaban responden untuk 6
pernyataan pada variabel sistem pengendalian intern (X3) diketahui 21
(70%) menjawab setuju alasannya sistem pengendalian intern yang tinggi

dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, tercapainya tujuan
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organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset negara dan Kketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan akan menghasilkan sistem pengendalian intern yang

baik.
Tabel IV.9
Analisis jawaban Responden

Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Jawaban Responden % Jawaban
P YssT s [N| Ts |sts| "t 5 S N | Ts | sts | Jumiah
1 17 10 | 3 P = 30 57 33 10 5 . 100%
2 17 10 | 2 1 - 30 57 33 7 3 3 100%
3 16 13 1 = - 30 53 43 4 - - 100%
4 1 15 | 3 1 30 37 50 10 3 s 100%

Sumber : Data Primer Diolah, ._’20] 7
Berdasarkan Tabel IV.9 data hasil jawaban responden untuk 4
pernyataan pada variabel kualitas laporan keuangan (Y) dapat disimpulkan
pernyataan pada variabel kualitas laporan keuangan (Y) diketahui 17
(57%) responden menjawab sangat setuju alasannya karena untuk
menyediakan informasi yang relavan, andal, dapat dibandingkan dan dapat
dipahami mengenai posisi keuangan. Seluruh transaksi yang dilakukan
oleh pemerintah selama satu periode pelaporan guna untuk meningkatkan
laporan keuangan pemerintah berdasarkan kerangka konsep PP No 71
tahun 2010.
Hasil analisis jawaban responden berdasarkan variabel kemudian
ditabulasi kembali berdasarkan indikator setiap variabel, berikut dijelaskan

hasil rekapitulasi jawaban responden berdasarkan indikator.
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a. Variabel Good Governance (X,)

Variabel good governance (X,) berjumlah 12 pernyataan yang
terdiri dari 9 indikator yaitu participation, rule of law, transparency,
responsiveness, consensus orientation, equity, effeciency and
Eefectiviness, accountability, strategic vision.

1) Indikator Participation
Hasil  rekapitulasi  jawaban  responden  indikator

participation dapat dilihat pada Tabel IV.10 sebagai berikut :

Tabel 1V.10
Analisis Jawaban Responden
Indikator Participation

Pernyataan 1 Pernyataan 2

Keterangan . % 5 %
Sangat Setuju 9 30 9 30
Setuju 6 20 19 63

Netral 2 ¥ 1 3

Tidak Setuju 11 37 1 B

Sangat Tidak Setuju 2 6 - -
Jumlah 30 100 30 100

Sumber : Data Primer diolah, 2017

Berdasarkan Tabel IV.10 pernyataan pada indikator
participation, diketahui 18 (30%) responden menyatakan sangat
setuju dengan alasan karena keterlibatan pegawai dalam pembuatan
keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui
pemerintahan yang dapat menyalurkan aspirasinya dan partisipasi
pegawai dalam hal pemerintahan dengan keterlibatan pengambilan
keputusan disetiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
Diketahui 25 (42%) responden menyatakan setuju dengan alasan

karena partisipasi pegawai harusnya dilibatkan karena keterlibatan
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pegawai itulah pemerintah bisa menerima kritik dan saran,
diketahui 3 (5%) responden menyatakan netral dengan alasan
karena pemerintah memberikan kesempatan terlibat langsung
dalam pemerintahan akan tetapi kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah tidak mengikutsertakan pegawai harus menuruti
peraturan yang dibuat oleh pemerintah, diketahui 12 (30%)
responden menyatakan tidak setuju dengan alasan karena instansi
pemerintah tidak mengikutsertakan pegawai dalam membuat
kebijakan, diketahui 2 (3%) responden menyatakan sangat tidak
setuju dengan alasan instansi pemerintah dalam membuat kebijakan
tidak boleh melibatkan pegawai, pegawai harus menerima
kebijakan dan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

2) Indikator Rule Of Law

Hasil rekapitulasi jawaban responden indikator rule of law

dapat dilihat pada Tabel IV.11 sebagai berikut :

Tabel IV.11
Analisis Jawaban Responden

Indikator Rule Of Law
Pernyataan 1 Pernyataan 2
Keterangan 5 % 55 %
Sangat Setuju 12 40 10 33
Setuju 18 60 19 63
| Netral - - 1 -
Tidak Setuju - - - -
Sangat Tidak Setuju - - - -
Jumlah 30 100 30 100

Sumber : Data Primer diolah, 2017
Berdasarkan Tabel 1V.11 pernyataan pada indikator rule of

law, diketahui 22 (37%) menyatakan sangat setuju dengan alasan
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karena untuk menegakan hukum dengan baik harus konsisten, tidak
diskriminasi dan independensi peradilan, diketahui 37 (62%)
menyatakan setuju dengan alasannya karena kerangka hukum yang
adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu kepada seluruh pegawai,
diketahui 1 (2%) menyatakan netral dengan alasan karena
pemerintah harus menegakan hukum dengan baik.
Indikator Transparency

Hasil  rekapitulasi  jawaban  responden  indikator
transparency dapat dilihat pada Tabel 1V.12 sebagai berikut :

Tabel IV.12

Analisis Jawaban Responden
Indikator Transparency

Pernyataan 1 Pernyataan 2

Keterangan 5 %% ¥ %
Sangat Setuju 13 43 11 37
Setuju 15 50 13 43
Netral 2 7 3 10
Tidak Setuju - - 3 10
Sangat Tidak Setuju - - - -

Jumlah 30 100 30 100

Sumber : Data Primer Diolah, 2017
Berdasarkan Tabel 1V.12 pernyataan pada indikator

transparency, diketahui 24 (31%) responden menyatakan sangat
setuju dengan alasan karena prinsip transparansi bisa menjamin
kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan
memadai, diketahui 28 (47%) responden menyatakan setuju dengan
alasan karena prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal
balik antara pemerintah dan masyarakat, diketahui 5 (8%

responden menyatakan netral dengan alasan karena prinsip
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transparansi dalam pemerintahan bisa disalahgunakan oleh pihak-
pihak yang tidak bertanggungjawab, , diketahui 3 (5%) responden
menyatakan tidak setuju dengan alasan karena pemerintah
seharusnya tidak mempublikasikan informasi keuangan karena
akan berdampak pada pemerintah daerah tersebut.
Indikator Responsiveness

Hasil  rekapitulasi  jawaban  responden indikator
responsiveness dapat dilihat pada Tabel 1V.13 sebagai berikut :

Tabel IV.13

Analisis Jawaban Responden
Indikator Responsiveness

Pernyataan 1

Keterangan ¥ o
Sangat Setuju 11 B
Setuju 17 57
Netral 2 6
Tidak Setuju - -
Sangat Tidak Setuju - -
Jumlah 30 100

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 1V.13 pernyataan pada indikator
responsiveness, diketahui 11 (37%) responden menyatakan sangat
setuju dengan alasan karena pemerintah harus cepat dan tanggap
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, diketahui 17
(57%) responden menyatakan setuju dengan alasan karena
lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha
melayani semua pihak yang berkepentingan, diketahui 2 (6%)

responden menyatakan netral dengan alasan karena pemerintah
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harus mengutamakan tanggung jawab pekerjaan barulah cepat dan
tanggap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Indikator Consensus Orientation
Hasil rekapitulasi jawaban responden indikator consensus
orientation dapat dilihat pada Tabel 1V.14 sebagai berikut :
Tabel 1V.14
Analisis Jawaban Responden

Indikator Consensus Orientation
Pernyataan 1

Keterangan 5 o
Sangat Setuju ) 16 53
' Setuju 11 37
Netral 3 10

| Tidak Setuju - -
Sangat Tidak Setuju - .
Jumlah 30 100
Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 1V.14 pemnyataan pada indikator
consensus orientation, diketahui 16 (53%) responden menyatakan
sangat setuju dengan alasan karena semakin banyak yang terlibat
dalam proses pengambilan keputusan secara partisipasi, maka akan
semakin banyak aspirasi yang terwakili, diketahui 11 (37%)
responden menyatakan setuju dengan alasan karena pemerintah
harus memperbaiki kepentingan untuk membuat kebijakan bagi
semua pihak yang berkepentingan, diketahui 3 (10%) responden
menyatakan netral dengan alasan karena instansi pemerintah dalam
menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik harus berorientasi

konsensus.
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6) Indikator Equity

7)

Hasil rekapitulasi jawaban responden indikator equity dapat
dilihat pada Tabel IV.15 sebagai berikut :

Tabel V.15
Analisis Jawaban Responden

Indikator Equity
Pernyataan 1

Keterangan > %
Sangat Setuju 14 47
Setuju 16 53
Netral - -
Tidak Setuju - -
Sangat Tidak Setuju - -
Jumlah 30 100

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel IV.15 pernyataan pada indikator equity,
diketahui 16 (53%) responden menyatakan setuju dengan alasan
karena prinsip kesetaraan menciptkan kepercayaan timbal balik
antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi
yang akurat, diketahui 16 (53%) responden menyatakan setuju
dengan alasan karena prinsip kesetaraan menjamin kemudahan
didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
Indikator Effeciency and Effectiviness

Hasil rekapitulasi jawaban responden indikator effeciency

and effectiviness dapat dilihat pada Tabel 1V.16 sebagai berikut :
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Tabel IV.16
Analisis Jawaban Responden
Indikator Effeciency and Effectiviness
Pernyataan 1

Keterangan o,
Sangat Setuju 10 33
Setuju 18 60
Netral 2 7

Tidak Setuju _ & 5

Sangat Tidak Setuju - -

Jumlah 30 100
Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel IV.16 pernyataan pada indikator
effeciency and effectiviness, diketahui 10 (33%) responden
menyatakan sangat setuju dengan alasan karena instansi pemerintah
harus bisa menggunakan biaya relatif kecil untuk kualitas yang
terbaik, diketahui 18 (60%) responden menyatakan setuju dengan
alasan karena pemerintahan yang baik dan bersih harus memenuhi
kriteria efektif dan efisien yakni berdaya guna dan berhasil guna,
diketahui 2 (7%) responden menyatakan netral dengan alasan
karena pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki nya
harus efektif dan efisien.

Indikator Accountability
Hasil  rekapitulasi  jawaban  responden indikator

accountability dapat dilihat pada Tabel IV.17 sebagai berikut :
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Tabel IV.17
Analisis Jawaban Responden
Indikator Accountability

Keterangan = Pernyataan 1 5
Sangat Setuju 15 50
Setuju _ 13 43
Netral 1 3
Tidak Setuju 1 4
Sangat Tidak Setuju - -
Jumlah 30 100

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel IV.17 pernyataan pada indikator
accountability, diketahui 15 (50%) responden menyatakan sangat
setuju dengan alasan karena sebagai bentuk pertanggungjawaban
dengan masyarakat sangat penting jika semua kegiatan yang terjadi
terdokumentasi dengan baik, diketahui 13 (43%) responden
menyatakan setuju dengan alasan karena pemerintah harus
mempertanggung jawabkan kegiatannya secara rutin, diketahui 1
(3%) responden menyatakan netral dengan alasan karena semua
kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dalam satu periode,
diketahui 1 (3%) responden menyatakan tidak setuju dengan alasan
karena pertanggungjawaban pemerintah dilakukan untuk per

periode saja.

Indikator Strategic Vision
Hasil rekapitulasi jawaban srraregic vision dapat dilihat

pada Tabel IV.18 sebagai berikut :
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Tabel IV.18
Analisis Jawaban Responden
Indikator Strategic Vision

Keterangan 5 SETRpALIS ) %

Sangat Setuju 16 53
Setuju 10 33
Netral 3 10
Tidak Setuju 3 1 3
' Sangat Tidak Setuju - -

Jumlah 30 100

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel [V.18 pernyataan pada indikator
strategic vision, diketahui 16 (53%) responden menyatakan sangat
setuju dengan alasan karena para pemimpin dan pegawai memiliki
perspektif yang luas dan jauh kedepan atas tata pemerintahan yang
baik, diketahui 10 (33%) responden menyatakan setuju dengan
alasan karena pemerintahan yang baik itu sudah memiliki strategi
yang jelas untuk kedepannya, diketahui 3 (10%) responden
menyatakan netral dengan alasan karena visi strategi harus
diterapkan sesuai dengan yang telah ditentukan, diketahui 1 (3%)
responden menyatakan tidak setuju dengan alasan karena

pemerintah harus memperbaharui strategi setiap tahunnya.

b. Variabel Standar Akuntansi Pemerintah (X;)
Variabel standar akuntansi pemerintah (X;) berjumlah 8
pernyataan yang terdiri dari 8 indikator yaitu basis akuntansi, nilai
historis, realisasi, substansi mengungguli bentuk formal, periodisitas,

konsistensi, pengungkapan lengkap dan penyajian wajar.



75

1) Indikator Basis Akuntansi
Hasil rekapitulasi jawaban responden indikator basis
akuntansi dapat dilihat pada Tabel 1V.19 sebagai berikut :
Tabel 1V.19

Analisis Jawaban Responden
Indikator Basis Akuntansi

Keteraugan zPu:rnyataan 1%
Sangat Setuju 9 30
Setuju 20 67
Netral 1 3
Tidak Setuju - -
Sangat Tidak Setuju - -
Jumlah 30 100

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel V.19 pernyataan pada indikator basis
akuntansi, diketahui 9 (30%) responden menyatakan sangat setuju
dengan alasan karena menurut PP No 71 Tahun 2010 pemerintah
sudah harus menerapkan basis akrual dalam menyajikan laporan
keuangan, diketahui 20 (67%) responden menyatakan setuju
dengan alasan karena menurut peraturan perundang-undangan
mewajibkan disajikannya laporan keuangan basis kas contohnya
laporan realisasi anggaran, diketahui 1 (3%) responden
menyatakan netral dengan alasan karena sejak tahun 2010 seluruh
instansi pemerintah sudah harus menerapkan standar akuntansi
pemerintah berbasis akrual.

2) Indikator Nilai Historis
IHasil rekapitulasi jawaban responden indikator nilai historis

dapat dilihat pada Tabel 1V.20 sebagai berikut :
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Tabel 1V.20
Analisis Jawaban Responden
Indikator Nilai Historis

Pernyataan 1

Keterangan 5 o
Sangat Setuju 6 20
Setuju 22 73
Netral 1 3
Tidak Setuju 1 4
Sangat Tidak Setuju - -
Jumlah 30 100

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel IV.20 pernyataan pada indikator nilai
historis, diketahui 6 (20%) responden menyatakan sangat setuju
dengan alasan karena jika tidak terdapat nilai historis masih dapat
menggunakan nilai wajar aset, diketahui 22 (73%) responden
menyatakan setuju dengan alasan karena pencatatan didasarkan
pada nilai historis. Nilai historis lebih dapat dia ndalkan daripada
penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi,
diketahui 1 (3%) responden menyatakan netral dengan alasan
karena aset dicatat berdasarkan nilai historis, diketahui 1 (4%)
responden menyatakan tidak setuju dengan alasan karena pelaporan
keuangan untuk aset harus dicatat sebesar pengeluaran kas dan
setara kas.

3) Indikator Realisasi
Hasil rekapitulasi jawaban responden indikator realisasi

dapat dilihat pada Tabel IV.21 sebagai berikut :
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Tabel 1V.21
Analisis Jawaban Responden
Indikator Realisasi

Pernyataan 1

Keterangan ) 5 %
Sangat Setuju 7 23
Setuju 17 57
Netral - 1 3
Tidak Setuju 3 10
Sangat Tidak Setuju 2 7
Jumlah 30 100

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel IV.2]1 pemnyataan pada indikator
realisasi, diketahui 7 (23%) responden menyatakan sangat setuju
dengan alasan karena akuntansi pemerintah tidak mendapat
penekanan sebagaimana dipraktikan dalam akuntansi komersial,
diketahui 17 (57%) responden menyatakan setuju dengan alasan
karena pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi
melalui anggaran telah menambah dan mengurangi kas, diketahui 1
(3%) responden menyatakan netral dengan alasan karena
pendapatan basis kas yang tersedia telah di otorisasikan melalui
anggaran pemerintah, diketahui 3 (10%) responden menyatakan
tidak setuju dengan alasan karena laporan realisasi anggaran masih
menggunakan basis kas harusnya menggunakan basia akrual,
diketahui 2 (7%) responden menyatakan sangat tidak setuju dengan
alasan karena sesuai dengan PP No 71 tahun 2010 laporan

keuangan yang disajikan berdasarkan basis akrual.
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4) Indikator Substansi Mengungguli Bentuk Formal
Hasil rekapitulasi jawaban responden indikator substansi
mengungguli bentuk formal dapat dilihat pada Tabel 1V.22 sebagai
berikut :
Tabel 1V.22

Analisis Jawaban Responden
Indikator Substansi Menungguli Bentuk Formal

Pernyataan 1

Keterangan 5 o
Sangat Setuju 7 23
Setuju 17 57
Netral 4 13
Tidak Setuju 2 7
Sangat Tidak Setuju - -
Jumlah 30 100

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel [V.22 pernyataan pada indikator
substansi mengungguli bentuk formal, diketahui 7 (23%)
menyatakan sangat setuju dengan alasan karena informasi yang
dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta
peristiwa lain yang seharusnya disajikan, diketahui 17 (57%)
menyatakan setuju dengan alasan karena secara substansi transaksi
yang terjadi pemerintah harus mencatatnya dalam neraca, diketahui
4 (13%) menyatakan netral dengan alasan karena transaksi perlu
dicatat sesuai substansi bukan hanya aspek formalitasnya,
diketahui 2 (7%) menyatakan tidak setuju dengan alasan karena
jika substansi transaksi berbeda dengan aspek formalitasnya maka
hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan atas

laporan keuangan.
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5) Indikator Periodisitas
Hasil rekapitulasi jawaban responden indikator periodisitas
dapat dilihat pada Tabel 1V.23 sebagai berikut :
Tabel 1V.23

Analisis Jawaban Responden
Indikator Periodisitas

= — Pernyataan l%
Sangat Setuju 10 33
Setuju 17 ¥
Netral 2 7
Tidak Setuju - -
Sangat Tidak Setuju 1 3
| Jumlah 30 100

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel IV.23 pernyataan pada indikator
periodisitas, diketahui 10 (33%) responden menyatakan sangat
setuju dengan alasan karena laporan keuangan yang dibuat dibagi
menjadi periode-periode pelaporan sehingga posisi sumberdaya
yang dimiliki dapat ditentukan, diketahui 17 (57%) responden
menyatakan setuju dengan alasan karena periode-pelaporan yang
dibuat untuk menentukan kinerja pemerintah dapat diukur dan
posisi sumberdaya yang dimilikinya, diketahui 2 (7%) responden
menyatakan netral dengan alasan karena laporan keuangan yang
disajikan dianjurkan menggunakan periode tahunan, diketahui 1
(3%) responden menyatakan sangat tidak setuju dengan alasan
karena laporan keuangan tidak lagi berdasarkan periode bulanan

dan semesteran.
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6) Indikator Konsistensi
Hasil rekapitulasi jawaban responden indikator konsistensi
dapat dilihat pada Tabel V.24 sebagai berikut :
Tabel 1V.24
Analisis Jawaban Responden

Indikator Konsistensi
Pernyataan 1

Keterangan 5 o
Sangat Setuju 6 20
Setuju 21 70
Netral 3 10

Tidak Setuju I =
Sangat Tidak Setuju - -
Jumlah 30 100

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel [1V.24 pernyataan pada indikator
konsistensi, diketahui 6 (20%) menyatakan sangat setuju dengan
alasan karena jika menggunakan prinsip konsisten dalam
menyajikan laporan keuangan maka tidak akan membingungkan
para pengguna, diketahui 21 (70%) menyatakan setuju dengan
alasan karena dengan menggunakan prosedur dan teknik yang sama
untuk periode berikutnya maka pemerintah menerapkan prinsip
konsistensi internal, diketahui 3 (10%) menyatakan netral dengan
alasan karena prinsip konsistensi ini untuk menjamin perbandingan
prosedur dan teknik yang digunakan sama untuk periode akuntansi
berikutnya.

7) Indikator Pengungkapan Lengkap
Hasil rekapitulasi jawaban responden indikator penyajian

lengkap dapat dilihat pada Tabel IV.25 sebagai berikut :




81

Tabel IV.25
Analisis Jawaban Responden
Indikator Pengungkapan Lengkap

Keterangan = Pernyataan 1 =
Sangat Setuju 14 47
Setuju 15 56
Netral 1 3
Tidak Setuju 7 : | -
Sangat Tidak Setuju N ]
Jumlah 30 o

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel [V.25 pernyataan pada indikator
pengungkapan lengkap, diketahui 14 (47%) responden menyatakan
sangat setuju dengan alasan karena laporan keuangan harus
disajikan secara lengkap untuk memberikan informasi yang cukup,
diketahui 15 (50%) responden menyatakan setuju dengan alasan
karena jika laporan keuangan menggunakan prinsip pengungkapan
dimana memberikan informasi yang cukup bagi pihak-pihak
tersebut dapat mengambil keputusan yang informative, diketahui 1
(3%) responden menyatakan netral dengan alasan karena laporan

keuangan yang lengkap untuk mengambil keputusan yang tepat.

8) Indikator Penyajian Wajar
Hasil rekapitulasi jawaban responden indikator penyajian

wajar dapat dilihat pada Tabel 1V.26 sebagai berikut :
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Tabel 1V.26
Analisis Jawaban Responden
Indikator Penyajian Wajar

T Te— Pernyataan 1

z %o
Sangat Setuju 10 33
Setuju 18 60
Netral 1 3
Tidak Setuju 1 4
Sangat Tidak Setuju - -
Jumlah 30 100

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel [V.26 pernyataan pada indikator
penyajian wajar, diketahui 10 (33%) menyatakan sangat setuju
dengan alasan karena laporan keuangan disajikan secara wajar
sesuai dengan PP No 71 tahun 2010, diketahui 18 (60%)
menyatakan setuju dengan alasan karena pertimbangan dalam
penyusunan laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi
ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, diketahui 1 (3%)
menyatakan netral dengan alasan karena laporan keuangan yang
disajikan secara wajar untuk para pengguna laporan keuangan,
diketahui 1 (4%) menyatakan tidak setuju dengan alasan karena
masih ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menyajikan

laporan keuangan secara tidak wajar.

Variabel Sistem Pengendalian Intern (Xj;)

Variabel sistem pengendalian intern (X3) berjumlah 6

pernyataan yang terdiri dari 5 indikator yaitu lingkungan pengendalian,
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penilaian risiko, kegaiatan pengendalian, informasi dan komunikasi.

pemantauan.

1) Indikator Lingkungan Pengendalian

Hasil rekapitulasi jawaban responden indikator lingkungan

pengendalalian dapat dilihat pada Tabel IV.27 sebagai berikut :

Tabel 1V.27

Analisis Jawaban Responden

Indikator Lingkungan Pengendalian
T — Pernyataan 1

X Yo
Sangat Setuju 10 33
Setuju 18 60
Netral 2 7
Tidak Setuju - -
Sangat Tidak Setuju - -
Jumlah 30 100

Sumber : Data Primer Diolah, 2017
Berdasarkan Tabel 1V.27 pernyataan pada indikator

lingkungan pengendalian, diketahui 10 (33%) menyatakan sangat
setuju dengan alasan karena peraturan yang dibuat oleh pemerintah
untuk mengatur etika perilaku yang dapat membuat pengendalian
internal berjalan dengan baik, diketahui 18 (60%) menyatakan
setuju dengan alasan karena dengan adanya peraturan baik secara
lisan maupun tertulis merupakan elemen terpenting yang melandasi
unsur-unsur dalam sistem pengendalian, diketahui 2 (7%)
menyatakan netral dengan alasan karena pemerintah harus bisa

memastikan setiap pegawai memiliki sifar integritas, jujur dan

kompeten.
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2) Indikator Penilaian Risiko
Hasil rekapitulasi jawaban responden indikator penilaian
risiko dapat dilihat pada Tabel IV.28 sebagai berikut :
Tabel V.28

Analisis Jawaban Responden
Indikator Penilaian Risiko

Pernyataan 1

Keterangan ¥ %
Sangat Setuju 9 30
Setuju 6 20
Netral 2 7
Tidak Setuju 11 37
Sangat Tidak Setuju 2 6
Jumlah 30 100

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel IV.28 pernyataan pada indikator
penilaian risiko, diketahui 9 (30%) responden menyatakan sangat
setuju dengan alasan karena dengan mengidentifikasi risiko dapat
menghambat pencapaian tujuan organisasi, diketahui 17 (57%)
responden menyatakan setuju dengan alasan karena pengendalian
intern harus mengidentifikasi penilaian risiko secara efisien dan
efektif yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut,
diketahui 2 (7%) responden menyatakan netral dengan alasan
karena pemerintah harus bisa menganalisa risiko yang dihadapi,
diketahui 11 (37%) responden menyatakan tidak setuju dengan
alasan karena pemerintah belum bisa menganalisis risiko yang
dihadapi baik dari luar maupun dalam, diketahui 2 (6 %) responden

menyatakan sangat tidak setuju dengan alasan karena risiko yang
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dihadapi masih terjadi meskipun dari awal telah dilakukan
identifikasi risiko.
Indikator Kegiatan Pengendalian

Hasil rekapitulasi jawaban responden indikator kegiatan

pengendalian dapat dilihat pada Tabel IV.29 sebagai berikut :

Tabel 1V.29
Analisis Jawaban Responden
Indikator Kegiatan Pengendalian
Pernyataan 1

Keterangan b5 %
Sangat Setuju 14 47
Setuju 13 43
Netral 2 i
Tidak Setuju 1 3
Sangat Tidak Setuju - -
Jumlah 30 100

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 1V.29 pernyataan pada indikator
kegiatan pengendalian, diketahui 14 (47%) responden menyatakan
sangat setuju dengan alasan karena jika pimpinan mengarahkan
pegawai dengan baik maka akan mengurangi risiko yang telah
diidentifikasi selama proses penilaian risiko, diketahui 13 (43%
responden menyatakan setuju dengan alasan karena pemerintah
harus membuat kebijakan yang dapat membantu pegawai dalam
melaksanakan arahan pimpinan, diketahui 2 (7%) responden
menyatakan netral dengan alasan karena kegiatan pengendalian
dapat meminimalisis risiko yang akan dihadapi, diketahui 1 (3%)

responden menyatakan tidak setuju dengan alasan karena walaupun
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pemerintah telah melakukan kegiatan pengendalian dengan baik

masih terdapatnya risiko yang dihadapi.

Indikator Informasi dan Komunikasi
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Hasil rekapitulasi jawaban responden indikator informasi
dan komunikasi dapat dilihat pada Tabel 1V.30 sebagai berikut :
Tabel 1V.30

Analisis Jawaban Responden
Indikator Informasi dan Komunikasi

O —— Pzernyataao;: 1 l;ernyataali/f
Sangat Setuju 8 27 14 47
Setuju 21 70 15 50
Netral 1 3 1 3
Tidak Setuju - - - -
Sangat Tidak Setuju - - - -
Jumlah 30 100 30 100

Sumber : Data Primer Diolah, 2017
Berdasarkan Tabel IV.30 pernyataan pada indikator
informasi dan komunikasi, diketahui 22 (37%) responden

menyatakan sangat setuju dengan alasan karena jika pemerintah
menyediakan, memanfaatkan berbagai bentuk sarana komunikasi
artinya sistem pengendalian intern berjalan dengan baik, diketahui
36 (60%) responden menyatakan setuju dengan alasan karena
pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan membutuhkan
sistem informasi yang diperbaharui secara terus menerus agar
laporan keuangan yang disajikan relavan, andal, dapat
dibandingkan dan dapat dipahami, diketahui 2 (3%) responden

menyatakan netral dengan alasan karena pemerintah harus

mengembangkan dan mengelola informasi dan komunikasi.
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5) Indikator Pemantauan
Hasil rekapitulasi jawaban responden indikator responden

indikator pemantauan dapat dilihat pada Tabel IV.31 sebagai

berikut :
Tabel 1V.31
Analisis Jawaban Responden
Indikator Pemantauan
Pernyataan 1

Keterangan > %
Sangat Setuju 16 53
Setuju 14 47
Netral - -
Tidak Setuju - -
Sangat Tidak Setuju - -
Jumlah 30 100

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel IV.31 pernyataan pada indikator
pemantauan, diketahui 16 (53%) responden menyatakan sangat
setuju dengan alasan karena dengan menindaklanjuti rekomendasi
hasil audit dan reviu lainnya dapat meningkatkan sistem
pengendalian intern pemerintah yang baik, diketahui 14 (47%)
responden menyatakan setuju dengan alasan karena pemerintah
harus menerapkan dan melaksanakan pemantauan berkelanjutan atau

pemantauan secara rutin.

d. Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)
Variabel kualitas laporan keuangan (Y) berjumlah 4 pernyataan
yang terdiri dari 4 indikator yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan

dan dapat dipahami.
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Indikator Relavan
Hasil rekapitulasi jawaban responden indikator relavan
dapat dilihat pada Tabel IV.32 sebagai berikut :

Tabel 1V.32
Analisis Jawaban Responden Indikator Relavan

Kekerangin Pernyataan 10/
(1]
Sangat Setuju 17 57
Setuju 10 33
Netral 3 10
Tidak Setuju - -
Sangat Tidak Setuju - -
Jumlah 30 100

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel 1V.32 pernyataan pada indikator
relavan, diketahui 17 (57%) menyatakan sangat setuju dengan
alasan karena dengan menyajikan laporan keuangan yang tepat
waktu dapat dikatakan relavan, diketahui 10 (33%) menyatakan
setuju dengan alasan karena laporan keuangan yang disajikan
secara lengkap dapat mempengaruhi keputusan pengguna,
diketahui 3 (10%) menyatakan netral dengan alasan karena laporan
keuangan yang dibuat oleh pemerintah mencakup semua informasi
akuntansi.
Indikator Andal

Hasil rekapitulasi jawaban responden indikator andal dapat

dilihat pada Tabel IV. 33 sebagai berikut :
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Tabel V.33
Analisis Jawaban Responden Indikator Andal

Pernyataan 1

Keterangan ¥ %
Sangat Setuju 13 57
Setuju 10 33
Netral 2 7
Tidak Setuju 1 3
Sangat Tidak Setuju - -
Jumlah 30 100

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel IV.33 pernyataan pada indikator andal,
diketahui 17 (57%) responden menyatakan sangat setuju dengan
alasan karena informasi dalam laporan keuangan bebas dari
pengertian yang menyesatkan dan kesalahan maternial, diketahui 10
(33%) responden menyatakan setuju dengan alasan karena laporan
keuangan menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat
diverifikasi, diketahui 2 (7%) responden menyatakan netral dengan
alasan karena penyajian laporan keuangan tidak berpihak pada
pihak-pihak tertentu, diketahui 1 (3%) responden menyatakan tidak
setuju dengan alasan karena masih terdapatnya pihak-pihak yang
tidak jujur dalam menyajikan laporan keuangan.
Indikator Dapat dibandingkan

Hasil rekapitulasi jawaban responden indikator dapat

dibandingkan dapat dilihat pada Tabel V.34 sebagai berikut :
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Tabel 1V.34
Analisis Jawaban Responden
Indikator Dapat dibandingkan

Pernyataan 1

Keterangan _ 5 o
Sangat Setuju 16 53
Setuju 13 43
Netral 1 4

Tidak Setuju - -

Sangat Tidak Setuju - — =
Jumlah 30 100

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel V.34 pernyataan pada indikator dapat
dibandingkan, diketahui 16 (53%) responden menyatakan sangat
setuju dengan alasan karena dengan melakukan perbandingan
tersebut pemerintah bisa menerapkan kebijakan akuntansi yang
lebih baik untuk periode selanjutnya, diketahui 13 (43%)
responden menyatakan setuju dengan alasan karena dengan laporan
keuangan yang dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya
untuk melihat sejauh mana memperbaiki kesalahan yang dilakukan
periode sebelumnya, diketahui 1 (4%) responden menyatakan
netral dengan alasan karena laporan keuangan periode saat ini
harus bisa dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Indikator Dapat Dipahami

Hasil rekapitulasi jawaban responden indikator dapat

dipahami dapat dilihat pada Tabel IV.35 sebagai berikut :
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Tabel 1V.35
Analisis Jawaban Responden
Indikator Dapat dipahami

Keterangan ¥ LEIYALSAG l., e
Sangat Setuju 11 37
Setuju 15 50
Netral 3 10
Tidak Setuju 1 - 3
Sangat Tidak Setuju - -
Jumlah 30 100

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Berdasarkan Tabel IV.35 pernyataan pada indikator dapat
dipahami, diketahui 11 (37%) menyatakan sangat setuju dengan
alasan karena informasi disajikan dalam laporan keuangan
dipahami oleh pengguna dan adanya kemauan pengguna untuk
mempelajari informasi yang dimaksud, diketahui 15 (50%)
menyatakan setuju dengan alasan karena laporan keuangan
disajikan dapat disesuaikan dengan batas pemahaman para
pengguna agar bisa dipahami, diketahui 3 (10%) menyatakan netral
dengan alasan Kkarena laporan Kkeuangan dibuat harus dapat
dipahami, diketahui 1 (3%) menyatakan tidak setuju dengan alasan
karena laporan keuangan disajikan disesuaikan hanya untuk pihak-

pihak yang berkepentingan.

B. Hasil Pengolahan Data Penelitian
1. Uji Validitas
Uji validitas dilakukan terhadap item-item pertanyaan dari masing-

masing variabel yang ada dalam kuesioner. Uji validitas dilakukan untuk




mengetahui sejauh mana item-item yang membentuk konsep yang telah
disusun dapat mewakili variabel apabila rniune dari pernyataan lebih besar
dari nilai rigpe;. Korelasi harus memiliki nilai atau arah yang positif. Arah
positif tersebut berarti bahwa r bt (nilai korelasi yang akan digunakan
untuk mengukur validitas) harus lebih besar dari rypei.

Nilai rgh untuk  populasi dalam penelitian ini sebanyak 30
responden dengan tingkat kepercayaan 95% atau tingkat signifikasi
sebesar 5% dan n = 30 adalah 0,361. Jadi, apabila ryjune lebih kecil dari
0,361 maka pernyataan tersebut dianggap tidak valid. Pengujian validitas
ini dilakukan dengan menggunakan SPSS for Windows versi 21 dan
diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Variabel Good Governance (X,)
Hasil dari pengujian validitas dari butir pernyataan pada

variabel good governance (X,) adalah sebagai berikut :

Tabel V1.36

Hasil Pengujian Validitas Variabel Good Governance (X))
Butir Pernyataan Fhitung Fiabel Keterangan

1 0,621 0,361 Valid

2 0,777 0,361 Valid

3 0,542 0,361 Valid

4 0,750 0,361 Valid

5 0,750 0,361 Valid

6 0,683 0,361 Valid

7 0,728 0,361 Valid

8 0,841 0,361 Valid

9 0,760 0,361 Valid

10 0,780 0361 Valid

11 0,659 0,361 Valid

12 0,398 0,361 Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017
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Berdasarkan hasil pengujian validitas yang telah dilakukan
terhadap butir pernyataan dari variabel good governance (X;) dapat
disimpulkan bahwa 12 (duabelas) butir pernyataan tersebut dinyatakan
valid, karena Friung > Fiabel taU Fhinng lebih besar dari 0,361.

Variabel Standar Akuntansi Pemerintah (X3)
Hasil pengujian validitas dari butir pernyataan pada variabel

standar akuntansi pemerintah (X;) adalah sebagai berikut :

Tabel V1.37
Hasil Pengujian Validitas Variabel Standar Akuntansi Pemerintah
(X2)
Butir Pernyataan Fhitung Ttabel Keterangan
1 0,787 0,361 Valid
2 0,634 0,361 Valid
3 0,681 0,361 Valid
4 0,632 0,361 Valid
5 0,627 0,361 Valid
6 0,429 0,361 Valid
7 0,533 0,361 Valid
8 0,424 0,361 Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan hasil pengujian validitas yang telah dilakukan
terhadap butir pernyataan dari variabel standar akuntansi pemerintah
(X7) dapat disimpulkan bahwa 8 (delapan) butir pernyataan tersebut

dinyatakan valid, karena rjiung > Fiaber atau Fhiung lebih besar dari 0,361.

Variabel Sistem Pengendalian Intern (X;)
Hasil pengujian validitas dari butir pernyataan pada variabel

sistem pengendalian intern (X3) adalah sebagai berikut :
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Tabel VI1.38
Hasil Pengujian Validitas Variabel Sistem Pengendalian Intern
(Xs)
Butir Pernyataan Fhitung. Fiabel Keterangan
1 0,770 0,361 Valid
2 0,598 0,361 Valid
3 0,719 0,361 Valid
4 0,703 0,361 Valid
5 0,467 0,361 Valid
6 0,775 0,361 Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan hasil pengujian validitas yang telah dilakukan
terhadap butir pernyataan dari variabel sistem pengendalian intern
(X3) dapat disimpulkan bahwa 6 (enam) butir pernyataan tersebut

dinyatakan valid, karena rhiung > 7'aber atau Fhinme lebih besar dari 0,361.

. Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)
Hasil pengujian validitas dari butir pernyataan pada variabel

kualitas laporan keuangan (Y) adalah sebagai berikut :

Tabel V1.39
Hasil Pengujian Validitas Variabel Kualitas Laporan Keungan
(Y)
Butir Pernyataan Thitung Fiabel Keterangan
1 0,813 0,361 Valid
2 0,881 0,361 Valid
3 0,752 0,361 Valid
4 0,651 0,361 Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan hasil pengujian validitas yang telah dilakukan
terhadap butir pernyataan dari variabel kualitas laporan keuangan (Y)
dapat disimpulkan bahwa 4 (empat) butir pernyataan tersebut

dinyatakan valid, karena rpung > Fiabes atau ryung lebih besar dari 0,361.
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2. Uji Reliabilitas
Uji Reliabilitas menggunakan pengujian dengan koefisien
Cronbach’s Alpha dengan bantuan Software SPSS 21. Cronbach’s Alpha
merupakan uji reliabilitas untuk alternative jawaban lebih dari dua. Suatu
Kuesioner dikatakan reliabel jika nilai cronbach’s Alpha > 0,70.
Hasil pengujian reliabilitas untuk variabel good governance (X;).
standar akuntansi pemerintah (X), sistem pengendalian intern (X3) dan

kualitas laporan keuangan (Y) dapat dilihat pada Tabel 1V.40 sebagai

berikut :
Tabel V1.40
Hasil Uji Reliabilitas
g Cronbach’s Cronbach’s
Variabel Alpha Alpha Keterangan
X 0,959 0,70 Reliabel
X5 0,913 0,70 Reliabel
X3 0,806 0,70 Reliabel
b'd 0.820 0,70 Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan, 2017

Hasil dari pengujian reliabilitas untuk variabel good governance
(X)), standar akuntansi pemerintah (X3), sistem pengendalian intern (X3)
dan kualitas laporan keuangan (Y) dapat dinyatakan reliabel karena

memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih dari 0,70.

3. Uji Asumsi Klasik
Sebelum melakukan analisis data maka data diuji sesuai asumsi
klasik yang bertujuan untuk mendapatkan regresi yang baik yang terbebas

dari autokorelasi, multikolonieritas dan heteroskedasitas. Cara yang
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digunakan untuk menguji penyimpangan asumsi klasik adalah sebagai
berikut :
a. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel
penganggu atau residual memiliki distribusi normal, dalam pengujian
ini terdapat dua cara yang bisa digunakan untuk menguji normalitas
model regresi tersebut yaitu dengan analisis grafik (normal P-P plot)
dan analisis statistik (One Sample Kolmogrov-Smirnov Test).
Uji normalitas dengan P-P plot dalam penelitian ini dibantu
dengan SPSS 21 dengan hasil sebagai berikut :
Gambar 1V.2

Hasil ouput SPSS
Uji Normalitas (normal P-P plot)

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan
Vo

Expected Cum Prob

Observed Cum Prob

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017
Berdasarkan Gambar IV.2 dapat disimpulkan bahwa grafik
normal P-P plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal
dan penyebarannya mengikuti arah diagonal, maka grafik menunjukan
bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi

normalitas.
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Uji normalitas dengan One Sample Kolmogrov-Smirnov Test

dalam penelitian ini dibantu dengan SPSS 21 dengan hasil sebagai

berikut :
Tabel 1V.41
Hasil output SPSS
Uji Normalitas (One Sample Kolmogrov-Smirnov Test)
One-Sample Kolmogorev-Smirnov Test

Unstandardized Residual
N 30
Normal Parameters™® e AN
Std. Deviation 1.65774537
Absolute 132
Most Extreme Differences Positive 101
Negative -.132
Kolmogorov-Smirnov Z 722
Asymp. Sig. (2-tailed) 674

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017
Berdasarkan Tabel 1V.41 dapat disimpulkan bahwa Uji
Normalitas menggunakan teknik analisis One Sample Kolmogrov-
Smirnov Test memiliki nilai signifikansi sebesar 0,674 lebih besar

dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi layak

dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolonearitas
Uji multikolonieritas digunakan untuk mengetahui ada atau
tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Uji multikolonieritas bertujuan
untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar

variabel bebas (independent variable).
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Uji multikolonieritas dalam penelitian ini dibantu dengan
SPSS 21 dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 1V.42
Hasil Pengujian Multikolonieritas

Model Unstandardized Coefficients | Standardized Collinearity
Coeflicients Statistics
B Std. Error Beta Tolerance | VIF
(Constant) -1.865 2.365
Good Governance 059 057 161 624 | 1.604
| SAP 174 .084 270 866 | 1.155
SPI 425 113 558 6801 1.471

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017
Berdasarkan Tabel 1V.42 dapat dilihat bahwa nilai rolerance
tiap variabel lebih besar 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10, maka dapat

disimpulkan model regresi tidak terjadi masalah multikolonieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah
dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan wvarians dari
residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari
residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap disebut
homoskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas untuk penelitian ini
menggunakan uji scatter plot.

Uji heteroskedastisitas dengan Scatterplot dalam penelitian

ini dibantu dengan SPSS 21 dengan hasil sebagai berikut :
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Gambar IV.3
Hasil Qutput SPSS
Uji Heteroskedastisitas (Scatterplor)

Scatterplot

Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Regression Studentized Residual
N S

Regression Standardized Predicted Value

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan Gambar V.3, antara nilai prediksi variabel
dependen dengan residualnya diperoleh hasil tidak adanya pola yang
jelas dan titik-titik menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu

Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Auto Korelasi
Uji autokorelasi merupakan pengujian dalam regresi yaitu nilai
dari variabel dependen tidak berpengaruh terhadap nilai variabel
sendiri. Untuk mendeteksi gejala autokorelasi kita menggunakan uji
durbin watson (DW).
Uji durbin watson dalam penelitian ini dibantu dengan SPSS 21

dengan hasil sebagai berikut :




Tabel 1V.43
Hasil Quput SPSS

Model Summary”

Uji Auto Korelasi (Durbin Watson)

100

Model R R Square | Adjusted R | Std. Error of Durbin-
Square the Estimate Watson
1 .784" 614 .569 1.751 1.739

a. Predictors: (Constant), SPI, SAP, Good Governance

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan Tabel 1V.43 diketahui nilai DW yaitu 1,739

selanjutnya nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel durbin

watson dimana jumlah sampel N = 30 dan jumlah variabel independen

K = 3 maka diperoleh du 1,6498 dan 4-du = 2,7862 maka ditarik

kesimpulan du < d < 4-du berarti tidak ada auto korelasi positif atau

negatif.

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui ada

atau tidaknya hubungan atau pengaruh antar variabel yang lebih dari satu

dengan variabel terikat, sebelum dilakukan uji hipotesis signifikan antara

hubungan variabel bebas dengan variabel terikat, maka terlebih dahulu

harus diketahui apakah sebuah model regresi memiliki hubungan yang

linear. Uji regresi linier berganda ini dibantu dengan SPSS 21 maka hasil

yang didapat dapat dilihat pada Tabel IV.44 sebagai berikut :
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Tabel 1V.44
Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficients”
Model Unstandardized Standardized t Sig.
Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta
(Constant) -1.865 2.365 -.788 438
Good Governance .059 .057 161 1.042 307
SAP 174 084 .270 2.061 .049
SPI 425 413 .558 3.780 .001

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

Dari hasil regresi berganda yang peneliti lakukan pada variabel
good governance (X)) standar akuntansi pemerintah (X;) dan sistem
pengendalian intern (X3) terhadap kualitas laporan keuangan (Y) dapat
digambarkan persamaan regresi berganda sebagai berikut :

Y = b+ biX; + by X; + b3X;

Y =-1,865 + 0,059X, + 0,174X; + 0,425X;

Dari persamaan regresi tersebut menggambarkan :
a. Pengaruh Good Governance (X;) Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan (Y)

Nilai koefisien regresi good governance (X,) terhadap kualitas
laporan keuangan (Y) adalah sebesar 0,059% (5,9%), berarti bahwa
good governance (X;) memiliki hubungan dengan kualitas laporan
keuangan (Y) yaitu sebesar 5,9%, artinya jika ada kenaikan good
governance (X)) sebesar 100% maka akan meningkatkan kualitas

laporan keuangan (Y) sebesar 5,9%, begitu juga sebaliknya jika ada
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penurunan good governance (X;) 100% maka akan menurunkan
kualitas laporan keuangan (Y) sebesar 5,9%. Koefisien bernilai positif
artinya terjadi hubungan positif antara variabel good governance (X,)

dengan kualitias laporan keuangan (Y).

Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (X;) Terhadap Kualitas
Laporan Keuangan (Y)

Nilai koefisien regresi standar akuntansi pemerintah (X;)
terhadap kualitas laporan keuangan (Y) adalah sebesar 0,174%
(17,4%), berarti bahwa standar akuntansi pemerintah (X;) memiliki
hubungan dengan kualitas laporan keuangan (YY) yaitu sebesar 17.4%,
artinya jika ada kenaikan standar akuntansi pemerintah (X;) sebesar
100% maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan (Y) sebesar
17.4 %, begitu juga sebaliknya jika ada penurunan standar akuntansi
pemerintah (X;) sebesar 100% maka akan menurunkan kualitas
laporan keuangan (Y) sebesar 17,4%. Koefisien bernilai positif artinya
terjadi hubungan positif antara variabel standar akuntansi pemerintah

(X7) dengan kualitas laporan keuangan (Y).

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern (X;) Terhadap Kualitas
Laporan Keuangan (Y)
Nilai koefisien regresi sistem pengendalian intern (X;)

terhadap kualitas laporan keuangan (Y) adalah sebesar 0,425%
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(42,5%), berarti bahwa sistem pengendalian intern (X3) memiliki
hubungan langsung dengan kualitas laporan keuangan (Y) yaitu
sebesar 42,5% artinya jika ada kenaikan sistem pengendalian intern
(X3) sebesar 100% maka akan meningkatkan kualitas laporan
keuangan (Y) sebesar 42,5%, begitu juga sebaliknya jika ada
penurunan sistem pengendalian intern (X3) sebesar 100% maka akan
menurunkan kualitas laporan keuangan (Y) sebesar 42,5%. Koefisien
bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara variabel sistem

pengendalian intern (X3) dengan kualitas laporan keuangan (Y).

5. Koefisien Determinasi
Uji ini bertujuan untuk menentukan proporsi atau persentasi total
variasi dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebas.
Apabila analisis yang digunakan adalah regresi sederhana, maka yang
digunakan adalah nilai R Square. Namun, apabila analisis yang digunakan
adalah regresi berganda, maka yang digunakan adalah nilai Adjusted R
Square. R Square dapat dilihat pada Tabel 1V .45 sebagai berikut :

Tabel IV.45
Koefisien Determinasi

Model Summary

Model R R Square | Adjusted R Square Std. Error of the
Estimate
1 .784° 614 .569 1.75077

a. Predictors: (Constant), SPI, SAP, Good Governance
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017
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Berdasarkan Tabel 1V.45 diperoleh nilai R Square 0,569 atau
56.9%. Hasil ini berarti 56,9% variabel kualitas laporan keuangan
dipengaruhi oleh variabel good governance (X,), standar akuntansi
pemerintah (X>) dan sistem pengendalian intern (X3), sedangkan sisanya
38,6% dipengaruhi oleh faktor lain yaitu kapasitas sumber daya dan

teknologi informasi.

. Uji Hipotesis F

Berdasarkan rumusan masalah bagaimanakah pengaruh good
governance (X)), standar akuntansi pemerintah (X;) dan sistem
pengendalian intern (X3) secara bersama terhadap kualitas laporan
keuangan (Y). Maka hasilnya diuji dengan menggunakan uji F, dapat

dilihat dari Tabel IV .46 sebagai berikut :

Tabel IV.46
Hasil Uji F
ANOVA®
Model Sum of Df Mean F Sig.
Squares Square

Regression 126.756 3 42252 13.784| .000°
Residual 79.695 26 3.065
Total 206.452 29

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan
b. Predictors: (Constant), SPI, SAP, Good Governance

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa diketahui nilai Fpijng
adalah scbesar 13,784, sedangkan nilai Fipe untuk taraf nyata (a)

sebesar 5% serta db = n-k-1 yaitu n = 30, K = 3 dan db = 26 adalah
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sebesar 2,98 dengan kata lain Fhjung > Frape (13,784 > 2,98) sehingga
dapat disimpulkan bahwa good governance, standar akuntansi
pemerintah dan sistem pengendalian intern secara bersama
memengaruhi kualitas laporan keuangan, dari hasil uji F juga
diketahui bahwa nilai signifikasi (Sig) yang muncul adalah 0,000 yang
berarti sig F (0,000) < a (0,05), hal tersebut menunjukan bahwa
terdapat signifikasi yang kuat terjadi pada pengaruh variabel bebas
terhadap variabel terikat, maka kesimpulannya good governance (X,),
standar akuntansi pemerintah (X;) dan sistem pengendalian intern (X3)
secara bersama signifikan memengaruhi kualitas laporan keuangan

(Y).

7. Uji Hipotesis t
Berdasarkan rumusan masalah maka untuk menjawab pertanyaan
bagaimanakah pengaruh good governance (X,), standar akuntansi
pemerintah (X;) dan sistem pengendalian intern (X3) secara individual
terhadap kualitas laporan keuangan (Y), maka hasilnya diuji dengan

menggunakan uji t, dapat dilihat dari Tabel 1V.47 sebagai berikut :
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Tabel V.47
Hasil Uji t

Coefficients”

Model Unstandardized Cocfficients | Standardized t Sig.
CoefTicients
B Std. Error Beta
(Constant) -1.865 2.365 - 788 438
Good Governance 059 057 161 1.042 307
SAP 174 084 270 2.061 049
SPI 425 113 558 3.780 001

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan
Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

a. Pengaruh Good Governance (X;) Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan (Y)

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa diketahui nilai thiwng
untuk variabel good governance (X)) sebesar 1,042 sedangkan nilai
tunel dengan a 0,05 (5%) serta db = n-k-1 (30-3-1) = 26 adalah sebesar
1,706. Jadi dapat disimpulkan nilai thine 1,042 < tiane 1,706. Hasil uji
hipotesis individual untuk variabel good governance (X,) menunjukan
bahwa variabel tersebut tidak signifikan memengaruhi variabel
kualitas laporan keuangan (Y). Hal ini digambarkan dengan nilai
signifikasi X, 0,307 lebih besar dari 0,05, jadi dapat disimpulkan
bahwa good governance tidak signifikan memengaruhi kualitas
laporan keuangan.

b. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (X;) Terhadap Kualitas
Laporan Keuangan (Y)
Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa diketahui nilai thjwne

untuk variabel standar akuntansi pemerintah (X;) sebesar 2,061,
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sedangkan nilai tgpe dengan taraf nyata (a) sebesar 0,05 (5%) serta db
= n-k-1 (30-3-1) = 26 adalah sebesar 1,706, jadi dapat disimpulkan
bahwa nilai thiwne 2,061 > tiper 1,706. Hasil uji hipotesis individual
untuk variabel standar akuntansi pemerintah (X;) menunjukan
variabel tersebut signifikan memengaruhi kualitas laporan keuangan
(YY), hal ini digambarkan dengan nilai signifikasi X; 0,049 lebih kecil
dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintah

signifikan memengaruhi kualitas laporan Keuangan.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern (X;) Secara Parsial
Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa diketahui nilai thjwung
untuk variabel sistem pengendalian intern (X;) sebesar 3,780,
sedangkan nilai type dengan taraf nyata (a) sebesar 0,05 (5%) serta
db= n-k-1 (30-3-1) = 26 adalah sebesar 1,706. Jadi dapat disimpulkan
bahwa nilai thiwng 3,780 > tiaper 1,706. Hasil uji hipotesis individual
untuk variabel sistem pengendalian intern (X3;) menunjukan bahwa
variabel tersebut signifikan memengaruhi kualitas laporan keuangan
(Y). hal ini dapat di gambarkan dengan nilai signifikasi X3 0,001 lebih
kecil dari 0,05, jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian

intern signifikan memengaruhi kualitas laporan keuangan.
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C. Pembahasan Hasil Penelitian
Analisis dari pengaruh good governance, standar akuntansi
pemerintah dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan
keuangan yaitu :
1. Pengaruh Good Governance, Standar Akuntansi Pemerintah dan
Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
Setelah membagikan kuesioner pada BPKAD Kabupaten Ogan
[lir, penulis dapat membahas mengenai variabel yang diteliti yaitu good
governance, standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern.
Pelaksanaan good governance, standar akuntansi pemerintah dan sistem
pengendalian intern pada BPKAD Kabupaten Ogan Ilir dilaksanakan
dengan baik, berdasarkan pernyataan responden pemerintah telah
menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan menerapkan standar
akuntansi pemerintah dalam sistem keuangan dan penyajian laporan
keuangan serta didukung dengan pelaksanaan sistem pengendalian intern
yang berjalan dengan optimal.

Pengujian statistik memberikan bukti bahwa good governance,
standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern signifikan
memengaruhi kualitas laporan keuangan. Dilihat dari pengaruh ketiga
variabel, sebaiknya pemerintah melaksanakan ketiga variabel tersebut
secara bersama guna meningkatkan kualitas laporan keuangan yang
dibuat Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dan dapat meningkatkan kualitas

opini yang diberikan BPK dari sebelumnya mendapat opini wajar dengan
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pengecualian (WDP) dan meningkat menjadi wajar tanpa pengecualian
(WTP).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Azlim (2012) yang
mengatakan bahwa penerapan good governance dan standar akuntansi
pemerintah memengaruhi terhadap kualitas laporan keuangan dan sejalan
dengan penelitian Susilawati dan Dwi (2014) yang mengatakan bahwa
standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian intern signifikan

memengaruhi terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Pengaruh Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Setelah membagikan kuesioner pada BPKAD Kabupaten Ogan
llir, penulis dapat membahas mengenai variabel yang diteliti yaitu good
governance, pelaksanaan good governance pada BPKAD Kabupaten
Ogan llir dilaksanakan dengan baik akan tetapi berdasarkan pernyataan
responden pada indikator participation responden menyatakan bahwa
Instansi Pemerintah tidak mengikutsertakan pegawai dalam membuat
kebijakan dan peraturan. Kebijakan dan peraturan yang berlaku untuk
menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik telah dibuat dan disahkan
oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang
dilakukan oleh Manuppan (2009) yang hasil penelitian nya mengatakan

bahwa good governance berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
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3. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (X;) Secara Parsial
Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Setelah membagikan kuesioner pada BPKAD Kabupaten Ogan llir,
penulis dapat membahas mengenai variabel yang diteliti yaitu standar
akuntansi pemerintah, hal ini membuktikan standar akuntansi pemerintah
telah diterapkan oleh BPKAD Kabupaten Ogan llir. Penerapan standar
akuntansi pemerintah diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas
pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Jika pemerintahan
menerapkan kedelapan prinsip standar akuntansi pemerintah maka akan
menghasilkan kualitas laporan keuangan baik berdasarkan PP No.71 tahun
2010 yaitu relavan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Susilawati dan Dwi (2014) yang mengatakan bahwa penerapan standar
akuntansi pemerintahan berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas
laporan keuangan. Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan
penelitian yang dilakukan oleh Permana (2012) yang hasil penelitiannya
mengatakan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan

terhadap kualitas laporan keuangan.

4. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan
Keuangan
Setelah membagikan kuesioner pada BPKAD Kabupaten Ogan Ilir,

penulis dapat membahas mengenai variabel yang diteliti yaitu sistem
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pengendalian intern, hal ini membuktikan sistem pengendalian intern di
BPKAD Kabupaten Ogan llir dilaksanakan dengan baik. Tujuan sistem
pengendalian internal salah satunya adalah untuk mengecek ketelitian dan
keandalan data akuntansi, dengan sistem akuntansi, risiko terjadinya
kekeliruan dan kesalahan pencatatan atau perhitungan dapat
diminamilisasi sehingga mengurangi kemungkinan pemerintah daerah
mengalami kekeliruan. Sistem pengendalian intern pemerintah bertujuan
untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas
dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan. Kualitas laporan keuangan
sangat dipengaruhi oleh bagus tidak nya sistem pengendalian intern yang
dimiliki pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Tuti (2014) yang mengatakan bahwa sistem pengendalian intern

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.



A.

BABYV
SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN
Dari pembahasan dan wuraian bab IV, maka dapat ditarik

kesimpulan mengenai pengaruh good governance, standar akuntansi

pemerintah dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan
keuangan bahwa :

1. Good governance, standar akuntansi pemerintah dan sistem
pengendalian intern signifikan memengaruhi kualitas laporan
keuangan.

2. Good governance tidak signifikan memengaruhi kualitas laporan
keuangan.

3.  Standar akuntansi pemerintah signifikan memengaruhi kualitas
laporan keuangan.

4. Sistem pengendalian intern signifikan memengaruhi kualitas laporan

keuangan.

SARAN
Saran yang dapat diberikan penulis kepada pegawai dan penelitian
selanjutnya adalah sebagai berikut :
1. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah,
sebaiknya BPKAD lebih memperhatikan penerapan good

governance, standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian
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intern dengan meningkatkan pemahaman mengenai hal tersebut
dengan mengadakan sosialisasi, pengawasan dan pelatihan secara
rutin kepada pegawai di bagian keuangan.

Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan refrensi yang
lebih banyak lagi dan lebih memperluas objek penelitian. Selain itu
untuk menambah variabel lain diluar variabel yang telah diteliti dan
juga untuk menambahkan responden baru agar hasil penelitian bisa
lebih mewakili dan hasil dari analisis atau penelitian yang dilakukan

dapat digenaralisir.
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KUESIONER
DATA RESPONDEN
1. Nama g
2. Umur : Tahun
3. Jenis Kelamin : [ Laki-laki

] Perempuan
4. Pendidikan -

[ ISMA

[_IDiploma 3

[ Strata 1

[_IStrata2

1] Lainnya

Petunjuk Pengisian:
e Pengisian jawaban cukup dengan memberi tanda (X atau V) pada pernyataan yang
dianggap sesuai dengan pendapat responden (satu jawaban dalam setiap nomor

pernyataan).
e Pilihan jawaban : -Sangat Setuju (SS)
-Setuju (S)
-Netral (N)
-Tidak Setuju (TS)

-Sangat Tidak Setuju (STS)
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No

Indikator

Pertanyaan

SS

TS

STS

Farticipation

BPKAD mengikutsertakan pegawai
dalam membuat kebijakan.

BPKAD memberikan kesempatan
kepada pegawai untuk ikut serta
dalam pemerintahan.

Rule Of Law

BPKAD memberlakukan hukum
yang telah dibuat kepada seluruh

pegawai

BPKAD  menegakkan
dengan baik.

hukum

Transparency

BPKAD mengembangkan sistem
akuntansi  berdasarkan  standar
akuntansi dan praktek terbaik untuk
memastikan  kualitas  laporan
keuangan.

BPKAD mempublikasikan
informasi keuangan dan informasi
lain yang material yang berdampak
signifikan pada kinerja Pemda.

Responsiveness

BPKAD cepat dan tanggap serta
memberikan pelayanan yang baik
kepada pihak yang berkepentingan.

Consensus
orientation

BPKAD  membuat  kebijakan
dengan memperbaiki kepentingan
semua pihak yang berkepentingan.

Equity

BPKAD memberikan kesempatan
kepada seluruh pegawai untuk
memperbaiki dan mempertahankan
kesejahteraan mereka.

Effeciency and
Effectiveness

10.

BPKAD dalam mengelola
sumberdaya yang dimiliki secara
efisien dan membuahkan hasil.

Accountability

11.

Semua kegiatan di BPKAD telah di
pertanggungjawabkan secara rutin
dan tertulis

Strategic
Vision

BPKAD sudah memiliki visi misi
strategi secara jelas
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No | Indikator Pertanyaan SS TS | STS
: BPKAD menggunakan basis akrual dan
Basis :
 # . basis kas dalam laporan keuangan
Akuntansi s
pemerintah?
Nilai BPKAD dalam pelaporan keuangan
2. S} untuk asset tetap dilaporkan sebesar nilai
Historis S
historis.
Pendapatan basis kas yang tersedia telah
3 Seilsng di otorisasikan melalui anggaran
' SEStges pemerintah digunakan untuk membayar
anggaran belanja.
Substansi Transaksi atau peristiwa lain dicatat dan
4 menungguli disajikan sesuai dengan substansi dan
’ bentuk realitas ekonomi, bukan hanya aspek
formal formalitasnya.
BPKAD dalam pelaporan keuangan
5. | Periodisitas menggunakan periode tahunan, bulanan,
triwulan dan semesteran.
BPKAD dalam penerapan metode
& | Bonsistens akuntansi menggunakan prosedur dan
’ teknik yang sama untuk periode
akuntansi berikutnya.
Penputigks BPKAD mem!)uat laporan k.euangan
7 - harus memberikan informasi yang cukup
' bagi pihak-pihak yang berkpentingan
Lengkap »
guna mengambil keputusan yang tepat.
BPKAD menyajikan dengan wajar
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
8 Penyajian Perubahan Saldo Anggaran Lebih,
’ Wajar Neraca, Laporan Operasional, Laporan

Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas
dan Catatatn Atas Laporan Keuangan.
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No | Indikator Pertanyaan SS TS | STS
1. | BPKAD mempunyai peraturan baik
1 Lingkungan secara lisan dan tertulis yang
" | Pengendalian mengatur masalah etika perilaku
dalam melakukan suatu pengendalian.
2. | BPKAD dapat mengidentifikasi dan
Penilaian menganalisis risiko yang di hadapi
Risiko unit organisasi baik dari luar maupun
dari dalam.
Kegialin 3. BPKAD_ harus bisa memastikan _
3. " pegawai melaksanakan arahan dari
Pengendalian N o
pimpinan.
4. | BPKAD menyediakan dan
memanfaatkan berbagai bentuk dan
Informasi sarana komunikasi.
4 dan 5. | BPKAD dalam mengelola,
" | Komunikasi mengembangkan dan memperbaharui
sistem informasi secara terus
menerus.
6. | BPKAD dalam melakukan
pemantauan harus dapat menilai
5. | Pemantauan kualitas kinerja dari waktu ke waktu
' dan memastikan bahwa rekomendasi
hasil audit dan reviu lainnya dapat
segera ditindaklanjuti.
Kuesioner Kualitas Laporan Keuangan (YY)
No | Indikator Pertanyaan SS TS | STS
Laporan keuangan yang dibuat oleh
1 R BPKAD disajikan secara lengkap, tepat
. elavan : :
waktu dan mencakup semua informasi
akuntansi.
2 | Penyajian laporan keuangan disajikan
5 Al secara jujur dan diax.‘ahkan ;_)ada
kebutuhan umum serta tidak berpihak
pada kebutuhan pihak tertentu.
Dapat 3. | Laporan keuangan dapat dibandingkan
3. | dibanding dengan laporan keuangan periode
kan sebelumnya.
D 4. | Laporan keuangan yang di sajikan dapat
apat . . A .
4. st dipahami dan disesuaikan dengan batas
pemahaman para pengguna.
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